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ABSTRAKSI

Aji Adisetia Rahman, Hukum Administrasi Negara, &éks Hukum Universitas
Brawijaya, Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang Dalam
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang Pada Tahun 2008 (Studi Di
Bappeko Kota Malang), A. Dimyati, SH. MH., Agus Yulianto, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentamaya Bappeko
Kota MalangPengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini dilateakehgi oleh
seringnya terjadi pengalihan ruang publik, Kota &hal sebagai salah satu kota
yang perkembangannya cukup pesat beberapa tahakabghn ini, dalam
pembangunannya telah melupakan pentingnya fungsilidgkungan sebagai
salah satu faktor yang mempengaruhi eksistensi sah di masa depan. sejalan
dengan kemajuan sebuah kota, ruang publik serdak tmenjadi bagian yang
menyertai proses perencanaan pengembangan suayahvilTidak sedikit pelaku
ekonomi, apakah itu pemerintah daerah, para polfgsngusaha dan berbagai
lapisan masyarakat berlomba-lomba mempropertisasig publik menjadi ruang
domestik. RTH menjadi sasaran untuk dibangun d#&enabangkan. Dengan
meningkatnya pembangunan yang memanfaatkan kelaeraBaH tersebut
mengakibatkan luasan RTH tersebut menjadi berkurabgngan adanya
penurunan jumlah RTH ini menyebabkan adanya peanrtmalitas lingkungan
hidup. Dampak yang dapat ditimbulkan dengan berignga jumlah luasan RTH
ini antara lain dapat menyebabkan banjir, polusiradpencemaran dll. Akibat
dari kondisi tersebut kota menjadi tidak nyaman.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini msilipBagaimana
upaya Bappeko dalam pengelolaan RTH di Kota Malaega kendala apa saja
yang dihadapi oleh Bappeko dalam pengelolaan RTKoth Malang dan upaya
dalam mengatasi kendala tersebut.

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui dan mengeskan upaya
yang dilakukan Bappeko dalam pengelolaan RTH diaKdlalang serta
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapplam pengelolaan
RTH di Kota Malang dan menganalisa upaya yang dkak oleh Bappeko untuk
mengatasi kendala tersebut.

Dalam upaya mengetahui permasalahan yang ada, pek@dekatan
yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dimana fiemaengkaji penelitian yang
didasarkan atas studi terhadap bahan-bahan pustEka dokumen berupa
peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertyieg berhubungan dengan
upaya Bappeko dalam pengelolaan RTH di Kota Makamgudian seluruh data
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuadita

Berdasarkan hasil penelitian,penulis memperoleh algn  atas
permasalahan yang ada, bahwa di dalam upaya péaelterhadap RTH
Bappeko mempunyai peran dalam perencanaan pemkamgang dituangkan di
dalam perencanaan wilayah atau tata ruang. Per@mcdarsebut mencakup juga
pemanfaatan terhadap RTH. Namun dalam pengelolaa®appeko banyak
menemui kendala. Kendala yang dihadapi oleh Bappéiia Malang dalam



pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi kendalariral dan eksternal. Adapun
kendala internal antara lain : Pejabat Birokrasigyadak konsisten terhadap Tata
Ruang Kota; Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuraegadai; Keterbatasan

Anggaran; Kurangnya koordinasi antar bidang-bida@gdangkan kendala

eksternal antara lain : Kurangnya peran serta maksg Pemilik lahan yang

kurang peduli; Lemahnya Koordinasi antar dinas-slileamerintah Kota Malang;

dan Pengawasan dan penegakan hukum yang lemabh.

Untuk menyikapi hambatan-hambatan tersebut diataaka perlu
kiranya meningkatkan komitmen bersama dalam mepyikpentingnya
keberadaan RTH, diperlukan pula penegakan hukurg iebih spesifik. Dasar
hukum yang pasti tentang penggunaan lahan terbijga thapat dilakukan dari
awal yaitu perencanaan tata ruang kota; Rencars Riaang Wilayah (RTRW),
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencesinik Ruang Kota
(RTRK), untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daef@BRDA), secara khusus
rencana tata ruang hijau dapat ditetapkan dalanukenasterplan ruang terbuka
hijau serta Perda khusus untuk RTH.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota tumbuh dan berkembang secara alamiah sebagarahd
permukiman manusia di bumi ini. Ketika manusia mui@engakhiri hidup
mengembara dan mulai menetap di suatu tempat. de@rah, antropologi dan
sosiologi kita mengetahui pula bahwa kelompok kejaayang bermukim tetap
tersebut memerlukan suatu tata lingkungan yangrisada untuk mengatur
kehidupan mereRa

Kota mempunyai luas yang tertentu dan terbatasmiRgzan akan
pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan &erakseleratif untuk
pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termieesoajuan teknologi, industri
dan transportasi, selain sering mengubah konfigwatasni lahan/bentang alam
perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dadmbear bentukan ruang terbuka
lainnya. Kedua hal ini umumnya merugikan keberadasng terbuka hijau
(RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangatidak ekonomfs

Kota Malang sebagai salah satu kota yang perkenapagg cukup
pesat beberapa tahun belakangan ini, dalam pembangya telah melupakan
pentingnya fungsi dari lingkungan sebagai salab fttor yang mempengaruhi
eksistensi suatu kota di masa depan. Salah saadajlah pemaksimalan fungsi

RTH sebagai paru-paru bagi suatu kota.

! Marbun, B.N, Kota Indonesia Masa Depan Masalah dan Prospek, Erlangga,
Surabaya, 1979, him. 38.

2 Makalah LokakaryaPengembangan Sistem Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan,
Direktorat Jenderal Penataan Ruang DepartemenjBakddmum,2005, him 2.



Pembangunan harusnya dilakukan seiring, selarasselmbang dengan
lingkungan hidup sekitar sehingga daerah perkottdap kondusif. Untuk
menjamin daerah perkotaan tetap kondusif dari lgaibhal maka keberadaan
RTH di tengah-tengah masyarakat perkotaan harap tia. Keberadaan lahan
dengan fungsi sebagai lahan terbuka hijau ini déudkan menjadi salah satu
akses warga dalam memperoleh udara bersih, teelpagisi dan bermain, tempat
resapan air untuk pencegah banijir, dan lain-laiangy harus tetap dijaga
keberadaannya dari peralihan fungsi untuk lainnya.

Sejalan dengan kemajuan sebuah kota, ruang pwligstidak menjadi
bagian yang menyertai proses perencanaan pengearbangtu wilayah. Tidak
sedikit pelaku ekonomi, apakah itu pemerintah daepara politisi, pengusaha
dan berbagai lapisan masyarakat berlomba-lomba mogragisasi ruang publik
menjadi ruang domestik. RTH menjadi sasaran untukangun dan
dikembangkan.

Dengan meningkatnya pembangunan yang memanfaatda@erddaan
RTH tersebut mengakibatkan luasan RTH tersebut adefjerkurang. Dengan
adanya penurunan jumlah RTH ini menyebabkan ada®raurunan kualitas
lingkungan hidup. Dampak yang dapat ditimbulkangdenberkurangnya jumlah
luasan RTH ini antara lain dapat menyebabkan bamiusi udara, pencemaran
dll. Akibat dari kondisi tersebut kota menjadi &dayaman.

Peristiwa tersebut apalagi pada era otonomi dadinahingkinkan terjadi

di mana saja, termasuk di Kota Malang. Di Kota Mglaruang publik yang



dipangkas menjadi ruang domestik, bahkan komersi@tupakan gambaran yang
sering terjadi saat ihi

Terjadinya pengalihan ruang publik secara disengaggk yang
dilakukan pemerintah, pengusaha dan masyarakatadedglih kepentingan
apapun patut dipertanyakan. Salah satu diantardeypulang kembali pada
sejauh mana peran dan perhatian pemerintah Kotangderhadap keberadaan
ruang publik yang ada.

Di dalam konsep penataan ruang Kota Malang mengmmaitaan RTH
ditetapkanlah kebijakan sebagai acuan pembangurdaerhh Kota Malang yaitu
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 tentang Rencat@aRuang Wilayah Kota
Malang tahun 2001-2011 yang di dalamnya telah nmengentang pemanfaatan
lahan untuk RTH Kota Malang.

Tetapi di dalam kenyataannya banyak terjadi kasrsgaihfungsian
RTH ini di Kota Malang meskipun di dalam Peratu@aerah Nomor 7 Tahun
2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Hadéang 2001-2011
tersebut menyatakan larangan mengenai pengaliflmgRTH menjadi
peruntukan lain, dan Peraturan Gubernur Jatim Na®doiahun 2006 tentang
Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Kigetnjengatur, namun
peralihan fungsi di tempat tersebut tetap tak adein.

Permasalahan mengenai pengalihfungsian RTH ini olusemenjak
terjadinya beberapa pembangunan yang mengabaikemnakizaan RTH. Beberapa

diantaranya adalah pembangunan kawasan perumahdnTelman Indrokilo dan

® Wahyu Hidayat, Kota Kita (Catatan Problematika Kota Malang), UMM Press,
Malang, 2007, HIm. 42.



lahan Akademi Penyuluh Pertanian (APP), kemudiamb@egunan Malang
Town Square (Matos) hingga pembangunan Malang Qty@prden (MOG).

Berkurangnya jumlah RTH ini secara tidak langsungnyebabkan
merosotnya kualitas lingkungan. Merosotnya kualltagkungan Kota Malang
disebabkan karena rencana tata ruang lebih memgkatinpembangunan fisik
ketimbang penekanan pada aspek ekologi. Malang telambuh menjadi kota
yang tidak ramah lingkungan

Di Jawa Timur, Kota Malang merupakan salah sata k@ing tingkat
degradasi RTH terbesar setelah Kota Surabaya. dip@rhatikan prosentase
penurunan RTH atau ruang publik ini dari tahun&®unh semakin sering terjadi,
rata-rata per tahun RTH di Kota Malang terus bexkgr UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, sebuah kota harus meRiiliki seluas 30% dari total
luas kota. Sedangkan saat ini Kota Malang hanyailikeRTH sekitar 3% atau 3
kilometer persegi dari seluruh wilayah yang mencap8,06 kilometer perseyi

Hal ini menunjukan bahwa perhatian dan keseriusamepintah kota
pada penataan ruang publik yang ada dan perluasang rpublik sangat tidak
diperhatikan pemerintah kota dalam perencanaanepamgngan wilayah kota
secara komprehen&if

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan yangi sdengan
prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerahs#&dut maka perlu adanya
otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi dagaag seluas-luasnya

maka pemerintah memberikan kewenangan kepada peaterkabupaten/kota

* Ibid, Him. 48.

® |rawati Dahlia, 2007,Malang Yang Tak Lagi Dingin, Laporan Khusus Harian
Kompas, Senin 10 Desember 2007.

® Wahyu Hidayat, 2007 Malang, Kota Kita (Catatan Problematika Kota Malang),
UMM Press, HIm. 43.



untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bekdasasas otonomi. Hal
tersebut terdapat dalam pasal 10 ayat (1 dan 2atgndndang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 10 aydt PEmerintahan daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang mengadetriangannya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ientlikan menjadi urusan
Pemerintah.”. Ayat (2) “ Dalam menyelenggarakansaru pemerintahan, yang
menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksudagatiél), pemerintahan
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untukgaten dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otdaontugas pembantuan.”

Berdasarkan acuan tersebut setiap daerah menyalakgg otonomi
daerah secara konsisten sesuai dengan kebutuhakapasitas daerah tersebut.
Bangsa Indonesia adalah negara yang majemuk, katarubelum tentu cocok
untuk perencanaan pembangunan seluruh daerah. Dalases perencanaan
pembangunan inilah peran serta masyarakat sebamauritas lokal harus
dilibatkan oleh pemerintah kabupaten/kota, kareaayarakatlah yang merasakan
langsung dampak dari pembangunan terdebut

Di tiap propinsi dibentuk Badan Perencanaan Pembwrg Daerah
(Bappeda), yang merupakan badan staf yang langbergda di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daeral lyarsangkutan. Bappeda
tersebut berfungsi membantu Gubernur/Kepala Daeéiadalam menentukan
kebijaksanaan di bidang perencanaan pembanguneahdseta pelaksanaannya.

Oleh karena itu Bappeda sangat berperan dalam laekgam otonomi

daerah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai bagi@mgana pembangunan di

7 HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2001. him 2.



daerah Bappeda dituntut untuk berperan secara &kéktif dan efisien dalam
meletakkan kerangka dasar pembangunan di daeral k@koh untuk dapat
mewujudkan keberhasilan pembangunan. Maka dapatatt&n bahwa Bappeda
merupakan hal yang sangat berperan penting dalambgregunan dan hal yang
menentukan arah kebijaksanaan pemerintah daeramdaildang perencanaan
pembangunan daefah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, magandang perlu
untuk dikaji secara mendalam tentang Upaya dari amagerencanaan
pembangunan kota (Bappeko) dalam kebijaksanaanejmagn RTH sebagai
permasalahan hukum di bidang Hukum Administrasi a¥egoleh karenanya
penulis mengambil judul :

"Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang@mbDa

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Padaun 2008.”

. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini terbatas padaatalang berkaitan
dengan pengelolaan pada RTH yang dapat diangkaindpénulisan ini adalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Bappeko dalam pengelolaan RTH @i Malang?

2. Kendala apa yang dihadapi oleh Bappeko dalam pelagel RTH di Kota
Malang?

3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatag gihadapi oleh

Bappeko Kota Malang dalam pengelolaan RTH?

8 Ibid, him 4.



C. TUJUAN PENELITIAN
Beberapa tujuan yang menjadi sasaran penelitiaradialah sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Bappekandpkingelolaan
RTH di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang afiadeh Bappeko
dalam pengelolaan RTH di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk memsga@ambatan yang

dihadapi oleh Bappeko Kota Malang dalam pengeloRiBiH

D. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat Penelitian dalam penelitian ini terbagi jadn:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, kegiatan ini akan memberikan Kot bagi
pengembangan wawasan dibidang hukum, khususnya ntHuRdministrasi
Negara yang berkaitan dengan upaya pemerintah dp&ngelolaan terhadap
RTH serta kewenangan instansi terkait yaitu Bappd&ao Pemerintah Kota
Malang.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi kalangan mahasiswa, diharapkan dapat menampbabetahuan
dan wawasan, mengenal langkah-langkah yang diaotehil pemerintah

Kota Malang melalui Bappeko dalam pengelolaan RTKada Malang.



b. Bagi kalangan instansi, diharapkan dapat menjaldamaertimbangan

dan pemikiran dalam masalah pengelolaan RTH pada yang akan

datang.

c. Bagi kalangan masyarakat, diharapkan dapat meminak@asan dan

mengerti tentang upaya Bappeko dan Pemerintah Kadiam

pengelolaan RTH, yang pada hakekatnya bermanfaat wauk

kepentingan masyarakat itu sendiri.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini menyajikan 5 (lima) babyaecara garis besar

dipaparkan sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, ramusasalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistém@at

penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum mengeahij&kan,
Tinjauan Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota,
tinjauan tentang RTH serta Wewenang dan Pengeldidath

Kota.

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode yang diguna

didalam penelitian ini, yang didalamnya meliputimetode



BAB IV

BAB IV

pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumlaga, deknik

pengambilan data, responden serta teknik anabsés d

: HASIL DAN PEMBAHASAN.

Bab ini membahas tentang gambaran umum Kota Malan
gambaran umum RTH Kota Malang, Perencanaan Wilayah
Tingkat Kota Malang, Bentuk dan Penyelenggaraan Koth

Malang,

: PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahatam

saran-saran dari penulis.



BAB ||

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN MENGENAI KEBIJAKAN
1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dan Kebijaksanaan di kalangan ahli bidgsmkai sebagai
terjemahan katapolicy dalam bahasa inggris. Solichin Abdul Wahab
menerjemahkannya menjadi kebijakaiebijakan terkait erat dengan hukum,
saling berhubungan dan saling berpengaruh, demig@mdapat Siti Sundari
Rangkutt’.

Banyak sekali rumusapolicy, salah satu yang terkenal dari Tomas R.
Dye, seorang pakar kebijakan publik yang mendekars kebijakan folicy), “is
whatever goverments choose to do or not to'HodDengan demikian kebijakan
berarti pilihan pemerintah untuk berbuat atau tibakbuat. Sudah tentu pilihan
itu harus disertai dengan pertimbangan rasional.

Kebijakan negara sangat menentukan, karena akas/lkigreruntukkan
seluruh kepentingan anggota masyarakat. Dengankiemikebijakan negara
akan sangat menentukan dalam mengatasi atau mdkanbuasalah. Kebijakan
yang diambil salah maka akibat kesalahannya akababaya. Yang lebih
penting, kebijakan tidaklah cukup sekedar digarnsitetapkan. la harus

dilaksanakan dengan taat asas dan konkrit. Demijkigan kebijakan yang dibuat

° Solichin Abdul WahabAnalisis Kebijakan Publik, Teori dan AplikasinyBrawijaya
University Press, Malang, 1999, him. 41.
0 Siti Sundari RangkutiHukum dan Kebijakan Lingkungan Nasionairlangga
University Press, Surabaya, 2000, him. 32.
X M. Erfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan NegarBumi Aksara,
Jakarta, 1997, him. 18.
10
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haruslah dievaluasi, bagaimana pelaksanaannya.nj&@lga ditingkatkan
mutunya agar lebih baik.

Dalam kaitan ini, kebijakan negara menurut Nicoldenry dapat
dianalisis dari segi proses dan dari segi hasil aedbat (efek) nya. Dari segi
proses lebih bersifat deskriptif. Sedangkan dasilhabih bersifatpreskriptif,
yaitu menunjukkan cara-cara untuk meningkatkan fkuglitas isi, hasil dan
akibat kebijakan negara

Analisis kebijakan menurut Dunn adalah aktivitaglektual dan praktis
yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis ilaedan mengomunikasikan
pengetahuan tentang dan dalam proses kebi'j?‘;lkan

Dalam kegiatan analisis kebijakan menjawab tigéapgaan, yaitunilai,
yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama umteikilai apakah suatu
masalah sudah teratasi, yang kedua ad#kite, yang keberadaanya dapat
membatasi atau meningkatkan pencapaian nila-néa yhng terakhir adalah
tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan nilaithilai
2. Perbuatan Hukum

Dalam hal melakukan perbuatannya. Pemerintah damirin badan/
pejabat yang melakukan hubungan hukumnya yang féersukum publik.
Maksud dari perbuatan hukum publik adalah berupdusgan atau tindakan
hukum administrasi atau tata usaha negara yanku#ida oleh badan/pejabat tata

usaha negara, dan bukan tindakan hukum lainnya.

2 |bid, him. 36.

18 Riant Nugroho DAnalisis KebijakanElex Media Komputindo, Jakarta, 2007, him. 7
dari buku Wiilliam N. Dunk 199%engantar Analisis Kebijakan PublidGM Press,Yogyakarta.

% |bid, him. 13.
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Tindakan tersebut mempunyai ciri-ciri bahwa peraodindakan hukum

tersebut:

1.

2.

Dilakukan dalam hal atau keadaan menurut camy@ng ditentukan
dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Mengikat warga masyarakat sekalipun yang beksdag tidak
mengehendakinya.

. Bersifat sepihak, dilakukan atau tidak dilakukgan tergantung pada

kehendak badan/pejabat tata usaha negara yang mganpu
wewenang pemerintahan.

. Bukan merupakan pernyataan kehendak badan/pefjatza usaha

negara, melainkan merupakan suatu konsekuensi padaksanaan
fungsi pemerintahan yang dilandasi suatu wewenang.

. Memerlukan pengawasan secaaaresifdanpreventif
. Dalam perbuatan hukum tersebut terdapat hubuagtra penguasa

dengan warga masyarakat yang berbeda.

Perbuatan atau tindakan hukum yang bersifat hukubtikpkhususnya

dalam hukum administrasi yang dilakukan oleh bgukjabat tata usaha negara

dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu :

1. Beschikingmengeluarkan keputusan)

Mengeluarkan keputusan merupakan perbuatan pdateridalam
hukum publik bersegi satu.

. Regelling(mengeluarkan peraturan)

Merupakan perbuatan pemerintah dalam hukum pulgikga suatu
pengaturan yang bersifat umum dan abstrak.

. Material Daad(melakukan perbuatan materiil)

Merupakan perbuatan hukum publik yang dilakukarn gdemerintah
untuk kepentingan umum yang dilakukan menurut hugendata.

3. Peraturan Kebijaksanaan

Pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkretapd badan/

pejabat tata usaha negara sering menempuh berlmaugiah kebijaksanaan

tertentu, antara lain menciptakan apa yang kinngatikatakan sebagai peraturan

kebijaksanaan bgleidsregel, policy rule Produk semacam peraturan

kebijaksanaan itu tidak lepas dari kaitan pengguifi@ges ermesseyaitu badan

15 Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi NegaBayumedia Publishing,
Malang, 2004, him. 41.
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atau pejabat tata usaha yang berwenang merumusMajakannya itu dalam
berbagai bentuk, seperti peraturan, pedoman, pemgam surat edaran dan
mengumumkan kebijakan ffu

Peraturan kebijaksanaan mempunyai relevansi teph&d&um, yang
memberikan peluang kepada bagaimana badan tata umsmjara menjalankan
kewenangan pemerintahan. Peraturan kebijaksanaanpungai suatu syarat
peraturan yang tidak tertulis. Hal ini berarti bahmanakala terdapat keadaan
khusus yang mendesak, maka badan tata usaha regasa menyimpang dari
peraturan kebijaksanaan guna kemaslahatan sang'Wwarg
4. EfektifitasHukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas adalah peilvgan antara
kenyataan yang terjadi di dalam tatanan kehidupasyarakat dengan ide yang
dituangkan dalam norma, hasil dari perbandingasetart memberikan toleransi
bagi perilaku yang memberikan dampak bagi péfakdika suatu peraturan
perundang-undangan dapat memaksa seseorang untojalankannya dan
mengalami ketertundukan (bahkan tunduk dengan diam) walaupun tidak
semua dapat dijalankan, dan dalam kasat mataetdat&n maka norma tersebut
dapat dikatakan efektif berjalan. Tidak terdapatsyatu ukuran besaran bagi
keterdudukan masyarakat terhadap suatu hukum mekgadala dalam menilai

keefektifan hukum, hal tersebut menurut Soerjonek8oto dapat diukur melalui

'8 philipus M. Hadjon, dkkPengantar Hukum Administrasi Indonesi@adjah Mada
University Press, Yogyakarta, 2002, him. 152.

7 1bid, him. 153.

18 Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridisystakat, Alumni, Bandung,
1983, him. 22.
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perilaku hukum, yaitu melalui perbandingan antarilgleu yang diatur oleh
hukum dengan keadaan jika perilaku tidak diatuamiehukunt®,

Kesimpulan dalam pengertian efektifitas adalah wsuddampak yang
nyata, dapat diukur besarnya dan teruji di dalataksanaannya di dalam peri
kehidupan masyarakat terhadap pemberlakuan sudtumhyang merupakan
produk dari ide-ide norma dan dijalankan dengaradten dan ketertundukan
yang merupakan reaksi dari perilaku masyarakaandiri.

I. Dasar Hukum Yang Efektif Berlaku
1. Hukum dalam arti ideal
Peraturan hukum yang terkait dengan masalah peraanawilayah
diatur dalam :
a. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yarioubegr :
" Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungathmnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk selbesarnya
kemakmuran rakyat.”
Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 HRepub
Indonesia, bahwa bumi, air, dan segala kekayaam aj@ng
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, makaukliian dalam
Pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentangt&am Ruang
mengatur tentang hak negara untuk menguasai sgpedidimaksud
oleh Pasal 33 UUD 1945.
b. Pasal 7 UU 26/2007 menyebutkan bahwa :

1. Negara menyelenggarakan penataan ruang unt@saebesar
kemakmuran rakyat.

9bid, him. 27.
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2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksladayat 1,
negara memberikan kewenangan penyelenggaraan aenata
ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

3. Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimanasdunpkda
ayat 2 dilakukan dengan tetap menghormati hak yhmgjiki
orang sesuai denganketentuan peraturan perundaiaggsm

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 UU 26/2007, utiem

dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (2) geeai kewajiban
pemerintah untuk membuat rencana umum untuk Kkeratanfa
penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, sertay&akaalam yang
terkandung alam yang terkandung di dalamnya.

Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa :

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalaakgaeiaan

penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimanaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;

b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabufsaten

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) kemudian dijabarkangenai

kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan éaagel
terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaaaldndPasal 7 dan
Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahQ@7 2tentang

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Pasal 7 menjelaskan bahwa :

“ Penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan,apématan,
dan pengendalian RTHKP.”

Pasal 8 ayat (1):

“ RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan garcana
tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.”
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Berdasarkan Pasal tersebut kemudian dijabarkan enang
keberadaan dari RTH itu sendiri sebagaimana yang pada
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001tahgn
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2@01-2Pasal
20 ayat (5) huruf m :

“ ruang terbuka hijau yang ada sekarang keberagaatetap

dipertahannkan dan dihindari peralihan fungsi maupu

pemanfaatan selain RTH atau sejenisnya.”
Hal ini berarti bahwa pemerintah memberikan kewgaanya kepada
pemerintah derah untuk melakukan perencanaan urk@t@ntuan
tersebut menjadi berlaku. Sehingga peraturan pataen di
bawahnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuansyalah ada.
Sehingga pelaksanaan pembangunan semestinya sdsagan
rencana umum untuk pembangunan tersebut.
. Hukum dalam arti realitas.

Dalam hukum tentang tata ruang, terutama mengesaidda
Tata Ruang Wilayah banyak mengalami hambatan. Kgsug sering
terjadi adalah penggunaan lahan yang tidak sesragesh apa yang
telah direncanakan sebelumnya, dan yang menjadiakomdalam
penggunaan lahan tersebut adalah keberadaan redmgkd hijau.
Sehingga menjadi gejolak di masyarakat.
Kasus-kasus penggunaan ruang terbuka hijau yaalg siesuai

dengan perencanaan tersebut menjadi permasalahsendei di

dalam masyarakat. Hal ini sangat bertentangan deapa yang telah
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tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yseigh

mengaturnya.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara hukuealid
dan hukum realitas tidak terdapat kesesuaiandigkgtimpangan dan
menimbulkan gejolak yang luar biasa di lingkungampat hukum
bekerja dan masyarakat yang seharusnya menjaduammpasyarakat
untuk tercapainya rasa keadilan yang menjadi diéadosukum itu
sendiri.

Il. Teori Efektifitas Hukum.

Efektifitas hukum adalah membandingkan antara aunlsthukum
yang diberlakukan dengan kenyataan yang ada dndmpaatau dengan kata
lain, menelaah efektifitas hukum suatu peraturamimang-undangan adalah
perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukdukum yang efektif
berlaku adalah hukum yang dapat ditegakkan damatditlengan kesadaran
hukum masyarakat tanpa melakukan perlawanan. MeRuedman efektifitas
hukum meliputi tiga hal yakfft
1. Substansi

Substansi adalah isi, draft atau teks dari norraa pératuran yang
tertulis atau tidak tertulis (jika tidak tertuliglaah yang disepakati oleh
penguasa dan rakyatnya dalam satu ide/gagasandjamgngkan dalam
konsensus bersama dan ditaati selama masyaraks¢bier masih
memegang teguh norma dan aturan atau kebiasaanlgzing disebut
hukum adat yang memuat aturan-aturan yang bersii@atgatur dan

menjadi panduan serta mengikat bagi subyek hukum.
2. Instansi
Instansi adalah lembaga pembuat norma atau penataray benar-
benar berkompeten, dan mampu bertanggung jawabsbadca moral dan
material. Lembaga tersebut yang bekerja untuk meambdan memiliki

20 Amirudin dan Zaenal AsikinPengantar Metode Penelitian HukumRaja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, him. 137.
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kepekaan hukum terhadap masyarakaapébility)y bekerja dengan
profesionalisme tinggiaccountability.
3. Lingkungan

Lingkungan adalah tempat bekerjanya hukum yand tdiauat,
lingkungan terkait erat dengan subyek hukum bailadalah person atau
badan hukum. Jika lingkungan menghendaki hukum gerinrdan menaati
dengan kesadaran hukumnya sendiri maka ia disebktinh yang
responsif, mengerti kebutuhan dan dapat diandalkdank kelangsungan
perikehidupan manusia.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berlakuhykum,

yaitut:

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri

2. Petugas yang menegakkan atau menerapkan

3. Fasilitas yang diharapkan akan mendukung pefalesakaedah hukum
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkuptyoena tersebut.

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutig Galman,
ada beberapa syarat efektifitas hukum, yaitu

1. Cara-cara introduksi, artinya memperkenalkaninggla masyarakat
mengetahui, mengerti, menghormati, mentaati sekhlas.

2. Sanksi, yang akan melahirkan derajat kepatulesyanakat.

3. Pelaksanaannya, yang akan menimbulkan kepasti&kom sehingga
akhirnya akan tercapai keserasian antara ketertilesngan ketentraman
(keadilan).

B. TIINAUAN MENGENAI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
1. Pengertian Kota
Menurut Grunfeld sebagaimana dikutip Daldjoenimisfi kota adalah

suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yandy leésar daripada

kepadatan wilayah nasional, dengan struktur matags&n non agraris dan tata

2! Soleman B. TanekdPokok-Pokok Studi Hukum Dalam MasyaraRaja Grafindo
Persada, Jakarta, 1993, him. 47.

Z Soerjono Soekanto, Mustafa AbdullaBosiologi Hukum Dalam Masyarakat
Rajawali, Jakarta, 1981, him. 19
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guna tanah yang beraneka, serta dengan pergeduygag Dberdirinya
berdekataf.

Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan dalam kg@esegaan ruang
adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bulatapian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusdatanlistribusi pelayanan
jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatarom?*.

2. Fungs Kota

Fungsi kota dewasa ini bukan sebagai pusat peraRyinpusat
pertahanan atau pusat perekonomian saja. Tetapipummi fungsi ganda
terutama berkaitan dengan kondisi geografis, powasrah, kemampuan sosial
ekonomi dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembaiatam masyarakat kota
maupun kawasan-kawasan penyangganya. Sebagai déotahMalang dengan
TRIBINA CITA-nya, yaitu Malang sebagai kota industpendidikan dan
pariwisata.

Pembangunan kota yang disesuaikan dengan poteng gamiliki
diharapkan dapat merangsang pertumbuhan kawasas&awenyangganya. Jadi
antara kota dan kawasan yang melingkupinya punyaurigan timbal balik,
saling membutuhkan dan bersama-sama mengalami kamapleh karena itu
menurut Daldjoeni, kota dapat berfungsi sebagaaippsmasaran dan penyediaan
jasa dan teknologi, pusat pendidikan, kebudayaditikp pemerintahan dan lain-

lain®®,

% Daljoeni. Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiolagakdan Ekologi
Sosial) Alumni, Jakarta, 1985 him. 41.

24 Achmad Sodik.Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomir&tae
Nuansa, Jakarta, 2008, him. 27.

% Daljoeni. Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiolagakdan Ekologi
Sosial) Alumni, Jakarta, 1985, him. 16.
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3. Tata Ruang Kota

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No0.26 Tahun 200@&ngrfenataan
Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata radalgh “wujud struktural
ruang dan pola ruang”.

Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural peesah ruang
adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkualgan, lingkungan sosial,
lingkungan buatan yang secara hirearkis berhubusgandengan yang lainnya.
Sedang yang dimaksud dengan pola pemanfaatan maitiguti pola lokasi,
sebaran permukiman, tempat kerja, industri, peatanserta pola penggunaan
tanah perkotaan dan pedesaan, di mana tata ruzetpue adalah tata ruang yang
direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak adinetkan adalah tata ruang
yang terbentuk secara alami, seperti aliran suggai, gunung dan lain-lgih

Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut, yaitalgaangka 5 yang
dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu spsteses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemamfiagtng.

Perencanaan atguianning merupakan suatu proses, sedangkan hasilnya
berupa ‘rencana(plan). Perencanaan merupakan suatu komponen yang penting
dalam setiap keputusan sosial, setiap unit kelyakgdompok, masyarakat
maupun pemerintah terlibat dalam perencanaan paalansembuat keputusan
atau kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengubalatseslalam dirinya atau
lingkungannya.

Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaannggehidapat

dikatakan bahwa perencanaan adalah selpahiesdari genuskebijaksanaan.

% Acmad Sodik.Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomir&tae
Nuansa, Jakarta, 2008, him. 24.
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Masalah perencanaan berkaitan erat dengan pengamkgputusan serta
pelaksanaannya. Perencanaan dapat dikatakan podegasesuatu pemecahan
masalah secara saling terkait serta berpedomani&epasa depah
Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan ruanhg,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatarg roerupakan suatu
kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satoa slainnya. Untuk
menciptakan suatu penataan ruang yang serasi manmerlukan suatu peraturan
perundang-undangan yang serasi pula diantara pemagpada tingkat tinggi
sampai pada peraturan pada tingkat di bawahnyaggierjadi suatu koordinasi
dalam penataan ruang.
4. Tujuan dan Fungs Rencana Tata Ruang Wilayah
Secara umum penyelenggaraan penataan ruang bartujmuk
mewujudkan ruang wilayah nasional, yafni
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan atimn lingkungan
buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan suwiga alam dan
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumbendayzsia; dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan perftagalampak negatif
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Secara fungsional menurut Sujarto rencana tatagrwaiteyah kota
merupakaft:
a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruangajiak kota;
b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseigaimaperkembangan

antar wilayah kota serta keserasian antar sektor;
c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakanepetah dan/atau

masyarakat; dan
d. Penataan ruang bagian wilayah kota bagi kegarbangunan.

" |bid, him 25.
2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen&aang Pasal 5.
% Djoko SujartoPerencanaan Kota BarBenerbit ITB, Bandung, 2003, him. 48.
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Berdasarkan fungsi tersebut, tujuan rencana umuanrteang wilayah
kota adalah suatu penggambaran secara garis besangka kebijaksanaan
perencanaan tata ruang yang dinamis serta bensisan pokok kebijaksanaan
perencanaan tata ruang pada bagian wilayah-wilakata, serta untuk
penyusunan rencana yang lebih detail di dalam renparuntukan lahan, rencana

sektor, maupun rencana tata ruang wilayah kota tenperinci®.

. TINJAUAN TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU
1. Pengertian Tentang Ruang Terbuka Hijau K ota.
a. Definisi ruang
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007Nt.L26/2007)
tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan assbah:

“ Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, daang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatilayah, tempat manusia
dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memmliheelangsungan
hidupnya.”

Seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 1 UU N&/2QD7, yang
menyatakan bahwa ruang terbagi ke dalam beberapgdka yang di antaranya
adalah:

a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas diabawah
permukaan daratan, termasuk permukaan perairah dmasisi darat
dari garis laut terendah.

b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas diabawah
permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisiigalaut terendah
termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnyamatia negara
Indonesia memiliki hak yurisdiksinya.

c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atagyrdaratan dan atau
ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekaa faoni, di mana
negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya.

% |bid.
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b. Definisi Ruang Terbuka

Ruang terbukaopen spaceadalah suatu area atau wadah yang dapat
menampung kegiatan aktivitas tertentu dari wanggklingan tersebut baik secara
individu atau kelompok. Bentuk daripada ruang tkebini sangat tergantung
pada pola dan susunan massa bangtingslain itu yang dimaksud dengan ruang
terbuka adalah ruang yang tidak ditutupi bagiais &hannya dengan berbagai
tutupan €eilingg dan mempunyai fungsi alami yang dominan. Bentu&ng
terbuka antara lain pertamanan, RTH, sungai, ket dan sebagainya. Menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 200&nguterbuka adalah ruang-
ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas lolallam bentuk area/kawasan
maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di malaand@enggunaannya lebih
bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Ruang terbuka terbentuk karena hasil desain lapsdRaang terbuka
dalam desain lansekap berupa tiga dimensi, berlgmaea-elemen alam dalam
bentuk tanah dan tanaman. Ruang terbuka terberialk dua elemen, yaitu;
elemen keragHard Material), elemen lembugsoft material}?.

1. Elemen kerasHard materia)

Elemen keras merupakan suatu unsur yang dapat m&arbeifat
ruang terbuka menjadi kaku, tegar dan memberikaarkeuang yang kuat,
misalnya bangunan, pedestrian, perkerasan danaapag

2. Elemen lembutgoft materia)

Elemen lembut merupakan suatu unsur yang menyatakambutan
dan menggambarkan sesuatu yang hidup, karena keimduempunyai sifat
elastis. Tanaman adalah faktor utama dari elemmibué di samping unsur

lainnya seperti air. Tanaman juga berfungsi untugnambah kualitas
lingkungan.

31 Rustam HakimKomponen Perencanaan Arsitektur Lansek&pmi Aksara, Jakarta,
1987 him. 30.

%2 Djoko Sujarto dan Eko Budihardj&ota BerkelanjutanYayasan Adikarya IKAPI
dan The Ford Foundation, Jakarta, 1999, him. 122
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c. Definisi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah ruang dalam ktda @ilayah yang
lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan mauplamdaentuk memanjang/
jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifdiutex yang pada dasarnya
tanpa bangunan. Pemanfaatannya lebih bersifatgangalur hijau tanaman atau
tumbuh-tumbuhan, RTH berfungsi seperti menurunkdrmusmengikat C@dan
mengeluarkan © sebagai perlindungan terhadap debu, angin, darsikghi.
Pohon-pohon dapat menjadi pelindung dari terikrigarsmatahari di siang hari
sehingga dapat memberikan ketedifian

Sesuai dengan UU No. 26/2007, menjelaskan bahwa &Jdtah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbcaraealamiah maupun yang
sengaja ditanam.

RTH kota adalah bagian dari ruang-ruang terb{dgen spaces3yuatu
wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tangntmm vegetasi (endemik,
introduksi) guna mendukung manfaat langsung dam/étiek langsung yang
dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu kezema kenyamanan,
kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaastets

1. Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dalidasifikasi

menjad?*:
(a) Bentuk RTH alami ( habitat liar/alami, kawasadung) dan;
(b) Bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertaniaota,
pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman;
2. Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya slifikasi menjadi :

(a) Bentuk RTH kawasan (areal, non linear), dan;
(b) Bentuk RTH jalur (koridor, linear);

83 NazarudinPenghijauan KotaPenebar Swadaya, Jakarta, 1994. him 31.
34 Departemen Pekerjaan Umuhttp://www.penataanruang.net/taru/Makalah/051130-
rth.pdf. Diakses pada 26 April 2008
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3. Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan doaf@isra
diklasifikasi menjadi :
(a) RTH kawasan perdagangan;
(b) RTH kawasan perindustrian;
(c) RTH kawasan permukiman;
(d) RTH kawasan pertanian, dan;
(e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakamaakam, olah
raga, alamiah;
4. Status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi
(@) RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lalt@man publik
atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusagrdh), dan;
(b) RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang loddsi pada lahan-
lahan milik privat.

2. Fungsi, Manfaat, Peran Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka tidak dapat dipisahkan dari manuwsiladecara psikologis,
emosional, ataupun dimensional. Manusia beradaathnd ruang, bergerak,
menghayati, dan berpikir, juga membuat ruang umhénciptakan dunianya
Ruang terbuka memberi dampak positif bagi manusiagyberinteraksi dan
beraktifitas didalamnya. Ada dua fungsi utama rusniguka yaitu;

1. Fungsi sosial

Tempat bermain, berolah raga;

Tempat bersantai;

Tempat komunikasi sosial;

Memberikan cadangan ruang kota untuk keperlaanrait;
Sebagai sarana penghubung antara satu tempatindempat yang lain;
Sebagai pembatas atau jarak di antara massaitamg
ungsi Ekologis

Penyegaran udara,;

Penyerap air hujan;

Pengontrol radiasi matahari;

Pengendalian banjir;

Memelihara ekosistem tertentu;

Pelembut arsitektur bangunan;

Meredam kebisingan;

Menyerap debu.

SQ@T0 Q0T TR0 T

% Djoko Sujarto dan Eko Budihardj&ota BerkelanjutanYayasan Adikarya IKAPI
dan The Ford Foundation, Jakarta 1999. him. 91.
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Penghijauan merupakan usaha penataan lingkung&otgan dengan

menggunakan tanaman sebagai materi pokoknya. Baasintan itu dapat pula

diambil banyak manfaat sehingga penghijauan kopatddiartikan sebagai upaya

untuk menanggulangi berbagai penurunan kualitaglingan. Dengan demikian

penghijauan kota menjadi suatu bentuk lingkungatisodengan beragam fungsi

dalam tata lingkungan penghuni kota sebagai satatan ekosistem perkotaan

diantarany#:

1.

Manfaat Estetis

Manfaat estetis atau keindahan dapat diperoleh tdaaman-tanaman yang
sengaja ditata sehingga tampak menonjol keindalsanwarna hijau dan
aneka bentuk dedaunan serta bentuk susunan tajpldoe menjadi suatu
pemandangan yang menyejukkan. Halaman gedung, peeumdan pintu
gerbang yang tampak kaku akan terasa sedap dipgnoién ditumbuhi
pepohonan maupun tanaman hias.

Manfaat Orologis

Perpaduan antara tanah dan tanaman yang merupakatu&n yang saling
memberi manfaat. Pepohonan yang tumbuh di ata$ takan mengurangi
erosi. Manfaat orologis ini penting untuk menguiaimgkat kerusakan tanah,
terutama longsor dan menjaga kestabilan tanah.

Manfaat Hidrologis

Struktur akar tanaman mampu menyerap kelebihampabila turun hujan
sehingga tidak mengalir dengan sia-sia melainkgratdterserap oleh tanah.
Hal ini sangat mendukung daur alami air tanah sgan dapat
menguntungkan kehidupan manusia.

Manfaat Klimatologis

Iklim yang sehat dan normal penting untuk keselralidup manusia.
Faktor-faktor iklim seperti kelembaban, curah hyjketinggian tempat dan
sinar matahari yang sangat besar pengaruhnya sgrHeghidupan manusia.
Keberadaan tanaman dapat menunjang faktor-faktim ikersebut. Efek
rumah kaca akan dikurangi oleh banyaknya tanamdamdauatu daerah.
Bahkan adanya tanaman akan menambah kesejukan elayankanan
lingkungan.

Manfaat Endaphis

Manfaat endhapis berhubungan erat dengan lingkurigdap satwa di
perkotaan yang semakin tersedak lingkungannya damalén berkurang
tempat huniannya. Padahal keberadaan satwa di tparkakan memberi
warna tersendiri pada kehidupan perkotaan. Ling&arigjau akan memberi
tempat yang nyaman bagi satwa tanpa terusik.

% NazaruddinPenghijauan KotaPenebar Swadaya, Jakarta, 1994. him. 31.
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6. Manfaat Ekologis
Keserasian lingkungan bukan hanya baik untuk sa@veman atau manusia
saja, kesemua makhluk ini dapat hidup nyaman agpahda kesatuan.
Walaupun diberi tanggung jawab untuk menguasai alamun manusia tidak
bisa sewenang-wenang merusaknya karena alam yaak akan berdampak
negatif pada kehidupan manusia. Kehidupan makhikphdi alam ini saling
ketergantungan, apabila salah satunya musnah makhaluk hidup yang lain
akan terganggu hidupnya.

7. Manfaat Protektif
Pohon dapat menjadi pelindung dari teriknya sinatafmari di siang hari
sehingga manusia bisa memperoleh keteduhan. Palgan dapat menjadi
pelindung dari terpaan angin kencang dan peredainsdara kebisingan.
Manfaat ini sangat penting bagi kehidupan manuedias-hari.

8. Manfaat Higienis
Lambat laun udara perkotaan semakin tercemar y#mena juga dengan
polusi. Adanya polusi dapat berakibat fatal badiitepan manusia. Dengan
adanya tanaman, bahaya polusi ini dapat mampu atigukarena dedaunan
tanaman mampu menyaring debu dan menghisap kotadara. Bahkan
tanaman mampu menghasilkan gas oksigen yang sdibgaithkan manusia.

9. Manfaat Edukatif
Semakin langkanya pepohonan yang hidup di perkotaambuat sebagian
warganya tidak mengenalnya lagi. Padahal sudalk skjr pepohonan itu
tumbuh disekitarnya. Karena langkanya pepohonaselet maka generasi
manusia yang akan datang yang hidup dan dibesatk@erkotaan seolah
tidak mengenal lagi sosok tanaman yang pernah Selaingga penanaman
kembali pepohonan di perkotaan dapat bermanfaagsetaboratorium alam.

RTH yang dibangun dan dikembangkan, sehingga akeangumangi
monotonitas, meningkatkan keindahan, membersihkamgkungan dari
pencemaran, meredam kebisingan dan peranan-pdengmang dapat diperoleh
dari adanya RTH. Berikut adalah peranan-perananrleng terbuka hijau yang
diperinci:

1. Sebagai paru-paru kota
a. Tanaman sebagai elemen hijau, pada pertumbulanenghasilkan zat
asam (Q) yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untetpfasan;
b. Sebagai pengatur lingkungan (mikro);
c. Vegetasi akan menimbulkan hawa lingkungan setémpenjadi sejuk,
nyaman, dan segar;
d. Mengurangi polusi udara karena vegetasi dapahyemep polutan.
Vegetasi dapat menyaring debu dengan tajuk damkenan dedaunan;
e. Mengurangi polusi air karena vegetasi dapat ra@mbmembersihkan air;
Mengurangi polusi suara (kebisingan), karenaetes) dapat menyerap
suara;

-
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2. Sosial, politik, dan ekonomi

a. Tumbuhan memiliki nilai sosial yang tinggi. Tamagara yang datang
misalnya menanam pohon tertentu di tempat yang hsudisediakan.
Begitu pula nilai ekonomis seperti bunga, buah,ukaan lain-lain yang
disediakannya;

b. Ruang terbuka hijau dapat menjadi indikator gtetunjuk lingkungan
kemungkinan ada hal-hal yang membahayakan yangadierptas
pertumbuhan dan perkembangan kota;

3. Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau

RTH memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan dikmaan. Uraian
diatas merupakan gambaran fungsi umum RTH kotauwtdank lebih jelasnya
bentuk dari masing-masing jenis ruang terbuka ragalah sebagai berikut:

a. Hutan Kota

Hutan kota merupakan kawasan di dalam kota yangmdithsi oleh
pepohonan dan habitatnya dibiarkan tumbuh secamai.alebih lanjut dijelaskan
bahwa pengertian alami mengandung arti bukan hy#arg tumbuh menjadi
hutan yang besar atau rimba, melainkan tidak terldibtur seperti taman.
Kehadiran hutan di kawasan perkotaan umumnya let@harik bagi berbagai
aktivitas, bila hutan itu sengaja ditanam dengamarizan secara teratur jarak
tanaman dan jenis pohonnya menjadi obyek wisata &&giatan rekreasi,
kepramukaan, dan kawasan lindting

b. Taman Kota

Taman kota merupakan sebidang lahan yang ditatanskidn rupa,
sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keanmfzemgi pemiliknya
atau penggunanya. Kota-kota di negara maju lebihgoteamakan taman kota

untuk tujuan rekreasi dan sekaligus untuk menyegarkembali badan dan

pikiran setelah bekerja lama dan terjadi kejenuhBaman kota merupakan

37 |bid. him. 26
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fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalaneningkatkan kualitas
lingkungan permukiman, dan nampaknya merupakarusuagur yang penting
bagi kegiatan rekredsi
c. Lapangan Terbuka dan Olah Raga

Olahraga adalah gerak badan untuk menyehatkan, uatka; badan,
pembentukan watak dan kepribadian serta sportifitegan demikian akan
tercipta manusia Indonesia yang berkualitas. Dddamus arsitektur disebutkan
bahwa lapangan olah raga adalah lapangan yanggiibasedemikian rupa untuk
menampung kegiatan olah raga beserta sarana-sgaanimtuk membantu
kebijakan memasyarakatkan olah raga maka diperlUepangan olah raga
terbuka guna meningkatkan aktivitas olah raga Hiikdingkungan sekolah-
sekolah, universitas maupun di kawasan permukirb@amgan demikian perlu
dirancang lapangan terbuka dan olah raga denganseaia dikaitkan dengan
penataan dan pengembangan RTH kota. Fungsi ruabgkée kota berupa
lapangan olah raga antara lain sebagai wadah lmrjggs kegiatan olah raga
yang relevan dengan jenis lapangan olah raga, msaepakbola, golf, dan lain
sebagainya.

d. Jalur Hijau

Jalur hijau pada ruang terbuka hijau kota meliitir hijau jalan, jalur

hijau kereta api (KA),jalur hijau saluran udaraaegan tinggi (SUTT) dan jalur

hijau sungai.

3 Arifin dan NurhayatiPemeliharaan TamarPenebar Swadaya, Jakarta, 1996, him.1.
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1. Jalur Hijau Jalan

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat talatuk apapun,
meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan ngkép jalan dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu linEisamping kiri-kanan jalan
bahkan median jalan perlu ditanami pepohonan, neat&am dan tanaman perdu
pada pinggiran jalur pergerakan.

Setiap pembangunan jalan baru di perkotaan akammgah cakupan
hijau pepohonan yang ditanam di atas daerah majalaai media jalan dan jalur
pemisah yang sekaligus menyerap sisa pembakardny d®upun sebagai
perlindungan dari teriknya panas matahari sehingdgean memberikan
kenyamanan bagi orang yang lewat atau bertedulawlalo pepohonan tersebut.
Akar pepohonan dapat menyerap air hujan sebagangad air di dalam lapisan
tanah dan membantu menetralisir limbah industri ldabah rumah tangga yang
dihasilkan kota setiap sdat

2. Jalur Kereta Api

Penghijauan pada jalur kereta api ditekankan padgsi penghijauan
sebagai peneduh dan pelindung struktur jalan kexptalari erosi. Penghijauan
dapat diletakkan berderet atau berjajar pada kesilsiadari jalur kereta api
tersebut. Jarak minimal yang diperbolehkan untukgphgauan dihitung dari tepi

jalur kereta api adalah 15-20‘n

o NazaruddinPenghijauan KotaPenebar Swadaya, Jakarta, 1994. Him. 28
4% bid. HIm 31
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3. Jalur SUTT

Salah satu utilitas yang terpenting adalah jaridgank. Jaringan listrik
tegangan tinggi diusulkan menjadi satu dengangarnnlistrik tegangan rendabh.
Untuk itu diperlukan suatu ruang terbuka khusuguya

Pada setiap persilangan dengan jalan umum, jalegtekapi, jaringan
telekomunikasi dan tempat ramai (pasar, termina] dan semacamnya), dimana
dapat timbul bahaya terhadap keselamatan umum, rdalkan pemasangan
hantaran udara telanjang untuk tegangan tinggishdiperhitungkan syarat teknis
keamanannya, terutama jarak minimum hantaran udkgang tersebut terhadap
benda-benda yang dilalui serta faktor keamananhdetaran sendiri.

Dalam keadaan khusus dimana hantaran SUTT memdicagg datar
yang melalui kaki-kaki tiang tumpu SUTT yang teragljarak antara hantaran
benda-benda yang menyilang di sekitar penghantaeliat (bangunan, pohon-
pohon dan semacamnya) harus memperhatikan keterjaag telah diatur
sebelumnya.

Di sekitar atau di bawah SUTT dilarang atau tidagetkenankan
mendirikan bangunan atau benda lainnya dan menatemmembiarkan tumbuh
pohon atau tanaman lainnya yang bagiannya memdaakah terlararfg

4. Jalur Hijau Sungai

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah a€riggn pengaliran
air mulai dari mata air sampai muara dengan dib&@san dan kirinya serta
sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Daerapadan sungai adalah

kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk siogéan yang mempunyai

“1bid, HIm. 33
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manfaat penting untuk mempertahankan kelestariangsfusungai. Kawasan
sempadan sungai ini merupakan kawasan perlindurggtempat. Tujuan
perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungigsii dari kegiatan manusia
yang dapat mengganggu dan merusak kualitas aiasunglindungi kondisi fisik
pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliragas Jadi, bagi sempadan
sungai yang telah digunakan dan bertentangan dengpman itu perlu
ditanggulangi agar penggunaan sempadan sungai dapatiukung tujuan
perlindungan kawasan.

Pemerintah daerah wajib mengendalikan pemanfaatamgrdi kawasan
lindung termasuk kawasan sempadan sungai. Daengbasian sungai ditetapkan
sebesar 10-15 m dan setiap sisi badan sungai usimigai di kawasan
permukiman perkotaan.

Mengingat air merupakan salah satu unsur alam getaju mengalir ke
daerah yang lebih rendah dan agar aliran sungak tidrganggu, maka perlu
dilakukan pengamanan di daerah aliran sungai (DdéBi)gan cara pengamanan
sempadan sungai agar tidak terganggu oleh aktikdtsdan menghijaukan jalur
kiri kanan sempadan sungai secara teratur.

Di kawasan sepanjang sempadan sungai dapat dastaman dengan
penataan yang menarik serta tanaman yang cocokadedgerah rendah.
Penghijauan daerah aliran sungan tidak hanya béamatanntuk penguat tebing
sungai. Sempadan sungai yang ditanami pepohonantakéat lebih rapi dan

indah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempaiist?

42 bid, HIm. 34
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e. Pemakaman

Tempat pemakaman adalah areal tanah yang disedigitak keperluan
tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang. Tegepaikaman dikategorikan
atas 5 macam vyaitu: makam umum, makam Islam, maKasten, makam
Tionghoa dan makan Pahlawan.

Tempat pemakan disamping berfungsi sebagai makaya japat
berfungsi sebagai taman atau penghijauan, kelastdean keindahan lingkungan.
Lampu taman juga sebaiknya tersedia pada kawasarakpenan, sehingga
pemakaman tidak gelap dan tidak menimbulkan kesgkes. Selain itu lampu
taman tersebut dapat dijadikan sebagai hiasartéagin di pemakaméah

f. Ruang Hijau Pekarangan

Pada dasarnya tanah milik hak milik perorangan maugdan hukum
memiliki fungsi sebagai ruang publik (Undang-undaPgkok Agraria No 5
Tahun 1960), maka sudah selayaknya setiap lahaarg@egannnya digunakan
baik RTH taman untuk kepentingan pribadi maupunmmsetiap bangunan yang
berada di atas ruang tanah perlu difungsikan umémkan pekarangan, untuk
keperluan keluarga, untuk tanaman obat, rempahabkrkgbutuhan sehari-hari,
sirkulasi udara, penyinaran matahari yang cukupncegah kebakaran, dan
sebagai RTH pekarangan. Bangunan swasta sepedi, medustri, pertokoan,
melalui rencana detail disediakan hijauan berupapui, bunga, tanaman pot,
taman hias, kolam, dan sebagainya. Bila aktivitaesmanfaatkan lahan

pekarangan ini sudah melembaga di kalangan rumajgaadan swasta, maka

“%bid, HIm. 34
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RTH pekarangan berskala kecil secara merata akamberé&kan dampak
kumulatif yang besar terhadap RTH kota secara kasdehn.

4. Kebutuhan Akan Ruang Terbuka Hijau

Dalam rencana pembangunan dan pengembangan RTHyaggjonal
suatu wilayah perkotaan, ada 4 (empat) hal utamg garus diperhatikan yaitu:

1. Luas RTH minimum yang diperlukan dalam suatiayeh perkotaan
ditentukan secara komposit oleh tiga komponen benik, yaitu:

(a) Kapasitas atau daya dukung alami wilayabh;

(b) Kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan, keééntuk pela-
yanan lainnya);

(c) Arah dan tujuan pembangunan kota RTH berluaginmuim
merupakan RTH berfungsi ekologis yang berlokasiykgan, dan
berbentuk pasti, yang melingkup RTH publik dan RpHvat.
Dalam suatu wilayah perkotaan maka RTH publik hdesikuran
sama atau lebih luas dari RTH luas minimal, dan R{ivat
merupakan RTH pendukung dan penambah nilai rasicat@a
dalam meningkatkan nilai dan kualitas lingkungan kialtural kota;

2. Lokasi lahan kota yang potensial dan tersediakuRTH;
3. Sruktur dan pola RTH yang akan dikembangkan tdberkonfigurasi,

dan distribusi);
4. Seleksi tanaman sesuai kepentingan dan tujuabgegunan kota;
Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuramimal untuk

menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseigarasistem hidrologi dan
sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain,nyaselanjutnya akan
meningkatkan ketersediaan udara bersih yang digarlumasyarakat, serta
sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kotatukl lebih meningkatkan
fungsi dan proporsi RTH di kota, pemerintah, maalar, dan swasta didorong

untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedurignyaili

Proporsi RTH publik seluas minimal 20 (dua pulurgrgen yang
disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudganproporsi RTH minimal
dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memuokghki pemanfaatannya

secara luas oleh masyarakat.
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D. WEWENANG DAN PENGELOLAAN RTH KOTA

RTH juga merupakan ruang yang dimiliki dan dikelolah pemerintah
daerah kota yang digunakan untuk kepentingan malsyBrsecara umum.
Pengelolaan RTH adalah suatu kebijakan dalam pem&aH di perkotaan, yang
dimaksudkan untuk penyediaan luasan terbuka higngymemadai sehingga
meningkatkan kualitas lingkungan hidup, perlindungpagi keberlanjutan fungsi
ekosistem dan ekologis agar dapat mempertahankga dizkung lahan dalam
menopang kehidupan masyarakat di perkdtaan

Pemerintah Kota bertindak sebagai lembaga atalk piaag bertujuan
untuk mengelola RTH kota, pengelolaan RTH kotakdikan dengan melibatkan
publik. Kewenangan pengaturan perlindungan RTH kog&iputi perencanaan,
pemanfaatan penegakan hukum dan pelaksanaan pesagawestuk menjaga dan
menjamin fungsi penanganan RTH kota maka perlu qgtengn kelembagaan
yang melaksanakan wewenang pemerintah bersifaderg.embaga pemerintah
daerah yang bertanggungjawab dalam membuat kebijalken melaksanakan
perlindungan RTH kota harus menyampaikan secavoakarkebijakannya kepada
publik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri No. 1 Tahuf720entang
Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotadeladkan bahwa
wewenang dan pengelolaan RTH Kota Meliputi:

1. Perencanaan.
a. Penyususnan perencanaan pembangunan Ruandkd ethau Kawasan

Perkotaan (RTHKP) Merupakan wewenang Pemerintah rabae

4 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jamar. http://www.bapedal-
jatim.info/index.phpdiakses pada tanggal 26 April 2008.
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Perencanaan pembangunan RTHKP dijabarkan lebihtlaajam bentuk
rencana pembangunan RTHKP dan ditetapkan dengatuRer Daerah
Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta dipgian dengan Peraturan
Daerah Provinsi, dan untuk Pemerintah Aceh ditetapiengan Qanun
Aceh, serta untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Adiedtapkan dengan
Qanun Kabupaten/Kota;

b. Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daeralbtersteliputi:
1) Penelitian, penyusunan rencana, penetapan r@ndan peninjauan

kembali RTHKP;
2) Melaksanakan program kegiatan RTHKP sesuai dengadan watak
wilayah kota;
2. Pemanfaatan.

1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangurzru,
pemeliharaan, dan pengamanan RTH;

2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemehnnidaerah dengan
melibatkan para pelaku pembangunan;

3) RTHKP publik tidak dapat dialinfungsikan;

4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksda pgat (2) dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antaefietah daerah;

5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh persegman atau
lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan pegardandangan;

6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkeradm kearifan
lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangut@man yang

mencerminkan budaya setempat;
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3. Pengendalian.

1)

)

3)

Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:

a. Target pencapaian luas minimal;

b. Fungsi dan manfaat;

c. Luas dan lokasi, dan;

d. Kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan deskinis;

Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud dikukmelalui
perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban;

Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatesara ketat dan harus

seizin Kepala Daerabh;



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah pendekatan yang
mengkaji perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta
efektifitas hukum di masyarakat. Melalui metode inilah penulis ingin mengkaji
penelitian yang didasarkan untuk mengkaji kenyataan yang terjadi di masyarakat
mengenai upaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dalam
pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang, dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. LOKASH PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, tepainya adalah di Kantor
Bappeko Kota Malang yang beralamat di Jalan Tugu No. 1. Penulis memilih
lokasi pendlitian di Bappeko dengan alasan:

a Kota Malang merupakan kota yang saat ini gencar melakukan
pembangunan. Dan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut
beberapa pihak baik itu pihak pemerintah, pihak swasta ataupun
masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan pembangunannya sering
mengabaikan pentingnya keberadaan RTH, sehingga sering
memanfaatkan RTH tersebut.

b. Bappeko merupakan instansi atau lembaga yang bertanggung jawab

dalam perencanaan wilayah dan pengelolaan RTH di Kota Malang.
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Karena saat ini di Kota Malang banyak terjadi pemanfatan terhadap
RTH yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah direncanakan
sgjak awal di dalam perencanaan wilayah.
C. JENISDATA
1. DataPrimer
Data yang diperoleh secara langsung untuk pertama kalinya. Data
tersebut untuk mengetahui informasi tentang :
a. Upaya Bappeko dalam pengelolaan RTH di Kota Malang.
b. Kendala yang dihadapi oleh Bappeko dalam pengelolaan RTH di Kota
Malang.
c. Upaya yang dilakukan untuk mengatass hambatan yang dihadapi oleh
Bappeko Kota Malang dalam pengelolaan RTH
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang
diperoleh dari berbagai macam literatur, perundang-undangan maupun data yang
diperoleh dari hasil penelitian dari karyailmiah yang pernah melakukan penelitian
yang serupa atau berhubungan dengan penelitian ini.
D. SUMBER DATA
1. DataPrimer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan
dan dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang ikut terlibat
pengelolaan RTH di Kota Malang. Pola ini diterapkan dengan harapan dapat

memperoleh data dengan obyektivitas dan kebenaranya terjamin.
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2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan
maupun hasil penelitian karya ilmiah atau dokumen terdahulu yang kemudian
dilakukan studi komparas dengan data hasil penelitian untuk menjawab
permasal ahan yang telah diuraikan di muka.
. TEKNIK PENGAMBILAN DATA
1. Pengambilan Data Primer

Dilakukan dengan memperoleh informasi berupa penerapan, pendapat,
pandangan, sikap responden mengenai upaya Bappeko dalam pengelolaan RTH
dengan menggunakan teknik wawancara.
2. Pengambilan Data Sekunder

Dilakukan dengan mengutip dan menganalisa peraturan perundang-
undangan, artikel, buku yang terkait dengan masalah upaya Bappeko dalam
pengelolaan RTH.
. POPULASI DAN SAM PEL

Populasi atau universe adalah seluruh obyek, individu, gejala, kejadian
atau seluruh unit yang diteliti. Berdasarkan batasan tersebut maka dalam
penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh informasi mengenai upaya
pengelolaan RTH.

Sample data penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling
yaitu sampel yang didasarkan atas keahlian dan kewenangan masing-masing,
ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan

permasalahan dalam upaya pengelolaan RTH di Kota Malang, yaitu Kepala
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Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dan Kepala sub bagian Bidang
Fisik dan Prasarana yang mempunyai wewenang di bidang pengelolaan RTH.
. TEKNIK ANALISISDATA

Pada penelitian ini, peneliti setelah mendapatkan data yang doperoleh
melalui pengumpulan data secara lengkap maka tahap selanjutnya adalah tahap
analisa data atau pengolahan data. Analisa data yang digunakan oleh peneliti
dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif adalah adalah suatu tata cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptis analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden

secara langsung tertulis atau lisan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Geografis Kota Malang

Kota Malang terletak pada posisi antara 112:0612.07 BT dan 7.086 -

8.02 LS. Kota Malang adalah salah satu dataran ting&rdpinsi Jawa Timur,
dengan ketinggiarr 440 — 667 meter dpl, dengan salah satu lokasndeit
adalah pegunungan Buring yang terletak di sebefabrtpusat Kota Malang.
Dikelilingi oleh beberapa pegunungan yaitu sebdatat : barisan Gunun Kawi
dan Panderman, Sebelah Utara : Gunung Arjuno, daabelah timur : Gunung
Semeru yang merupakan gunung tertinggi di PulawaJ8wngai yang mengalir di
Kota Malang adalah Sungai Brantas, Sungai Ampratay) Sungai Bangau.
Berhawa sejuk dan kering, dengan curah hujan e#ad.833 mm tiap tahunnya
dan kelembapan udara rata-rata 72%.

b. Wilayah Kota Malang

Adapun batas wilayah administrasi Kota Malang ada&bagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Karangploso dan Sinigosar
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji.

3. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang.

4. Sebeleh Barat : Kecamatan Wagir dan Dau.
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Memiliki 5 (lima) kecamatan dengan pembagian witagdministrasi
sebagai berikut :
1. Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT.
2. Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT.
3. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 102 RWRMG4
4. Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT.
5. Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT.
c. Struktur Ruang Kota
1. Struktur Fungsional
Rencana struktur fungsional Kota Malang erat kayandengan
fungsi dan peran kota, sesuai potensi dan perkegabawilayah kota.
Kegiatan fungsional yang diarahkan di Kota Malardplah: industri,
perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantgrandidikan, kesehatan,
peribadatan, militer dan olahraga.
2. Struktur Pelayanan Kota
Struktur pelayanan Kota Malang direncanakan seslesigan
penempatan kegiatan fungsionalnya dengan menetapusat kota dan
bagian wilayah kota (BWK), sebagai berikut:

a. Pusat kota berada disekitar alun-alun;

b. BWK Malang Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Khgje
dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWK; BWK Malang Tengah
diarahkan sebagai pusat pelayanan BWK Malang Tengah
sekaligus pusat pelayanan Kota Malang, terutamadbaedi

Kelurahan Sukoharjo, Kiduldalem, Kauman dan sehy@y
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c. BWK Malang Tenggara, meliputi wilayah Kecamatan
Kedungkandang, dibagi menjadi 4 (empat) Sub BWKadhian
Pusat BWK diarahkan di Kelurahan Buring;
d. BWK Malang Timur Laut, meliputi wilayah Kecamatan
Blimbing, dibagi menjadi 7 (tujuh) Sub BWK dimanasat
BWK diarahkan di Kelurahan Blimbing;
e. BWK Malang Barat Daya, meliputi Wilayah Kecamatan
Sukun, dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWK dimana pluBatK
diarahkan di Desa Mulyorejo;
f. BWK Malang Barat Laut, Meliputi Wilayah Kecamatan
Lowokwaru, dibagi menjadi 2 (dua) Sub BWK dimanasgiu
BWK diarahkan di Kelurahan Dinoyo.
d. Pola Penggunaan Lahan
Pola penggunaan lahan secara umum terbagi kedalamedis, yaitu
kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun. Bag#@uhalnya dengan Kota
Malang sebagai daerah urban, pada umumnya didonoliedfiskawasan terbangun
yang terdiri dari perumahan, fasilitas umum darugtd. Dari beberapa fasilitas
yang ada, perumahan memiliki luasan yang relatifndoeninasi daripada
komponen guna lahan yang lainnya. Fasilitas isiciear pada kawasan pusat kota
yang meliputi Kecamatan Klojen, Sukun dan Blimbif@gdangkan komponen
guna lahan sawah dan tegalan terletak di pingdioten, yang meliputi Kecamatan
Kedungkandang dan Lowokwaru.
Pola penggunaan lahan di Kota Malang, sesuai deeg#ikegiatannya

dan kebijakan pengaturan kepadatan penduduk, asetsyai berikut:
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a. Kantor Pemerintahan, cenderung berlokasi di pusatumbuhan
kota;

b. Perumahan, secara linier berada di sepanjang jadunsportasi;
sedangkan untuk permukiman baru, titik tolak pergad lahan
kawasan perumahan di dasarkan pada pola pengenmbaang
diinginkan, menempati kawasan pinggiran kota;

c. Perdagangan dan Jasa, sifat polarnya menyebar kisilo
permukiman maupun berkelompok pada kawasan stsatpgisat
kegiatan kota);

d. Industri/Pergudangan, penyediaan lahan didasarkda keuntungan
yang diperoleh, dampak lingkungan yang ditimbulkaserta
kaitannya dengan kegiatan pendukung lainnya;

e. Fasilitas Sosial, sebagai elemen pelayanan masyargdnis dan
lokasinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakeg gilayani
serta jarak pencapaiannya.

e. Penduduk Kota Malang
Kota Malang memiliki luas 110.06 Km Persegi, denganlah penduduk
berdasarkan data statistik pada tahun 2008 sebéisea. Kepadatan penduduk
kurang lebih 8.300 jiwa per kilometer persegi. €ber di 5 Kecamatan ( Klojen
=118.804 jiwa, Blimbing = 187.364 jiwa, Kedungkand = 202.663 jiwa, Sukun
= 193.689 jiwa, dan Lowokwaru = 220.365 jiwa), 5élitahan, 10 Desa, 505

RW dan 3.649 RT.
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Tabel 1
Luas Lahan dan Jumlah Penduduk Kota Malang
No. Kecamatan Luas (Ha) Jumlah Kepadatan
Penduduk Jiwa/Ha
1 | Klojen 883.0( 118.80: 134,%
2 Blimbing 1776.65 187.364 105
3 | Sukur 2096.5° 193.68¢ 92,4
4 | Lowokwart 2260.0( 220.36! 97t
5 | Kedungkandar 3989.4- 202.66: 50,¢
Jumlah 11.005,66 922.885 83,

Sumber : Bappeko Kota Malang tahun 2008, diolah.

Berdasarkan tabel di atas kepadatan penduduk atigggi berada di
Kecamatan Klojen dan yang terendah adalah Kecam#taungkandang,
sedangkan Kecamatan Blimbing, Sukun dan Lowokwagunupakan kecamatan
dengan kepadatan penduduk sedang. Dasar penetapadakan penduduk ini
diperoleh dengan cara perhitungan jumlah pendudhkgddengan luas wilayah
suatu kecamatan.

2. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

Kota Malang seperti halnya kota-kota lain di Indsiagpada umumnya
baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya Pemierifolonial Belanda, di
mana fasilitas umum direncanakan sedemikian rupakumemenuhi kebutuhan
dan kepentingan warga Belanda, Di Kota Malang pertaran kota berdiri sejak
tanggal 1 April 1914 hingga sekarang, ketika Kotaldhg masih dikuasai
Pemerintahan Kolonial Belanda telah dilakukan ragea tata ruang kota
(Master Plan) oleh Ir. Thomas Karsten pada tahun 1933. Dalamataeruang
kota ini sudah diperhitungkan berbagai keperluandpduk kota termasuk di
dalamnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sesuai kondisi geografis Kota Malang yang berlokksiataran tinggi

banyak direncanakan RTH yang menyatu dengan alajunpegan di sekitar
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kota, perencanaan RTH ini didukung oleh beranegamatumbuhan yang subur
serta udara yang sejuk sepanjang tahun. RTH pesiengd®emerintah Kolonial
Belanda yang ada sampai sekarang antara laijedIBbulevard, Taman Slamet,
Taman Malabar, Taman Merbabu, Taman Gayam. Tanmaartaersebut pada
awalnya memang diperuntukkan untuk kepentingango@ang Belanda yang
tinggal di daerah perumahan elit Jalan ljen daita®iya.

Untuk mengarahkan pembangunan agar memenuhi kelsutsbmua
pihak maka pada tahun 1962 disusunlah suatu Rer@gans Besar Penggunaan
Tanah di seluruh wilayah Kota Malang dan dalam b&asingatan 50 tahun
Kotapraja Malang yang diterbitkan pada tahun 19fdagkan:

" Rencana land use dari Ir. Thomas Karsten yangildabelum lengkap
kini dalam garis besarnya telah selesai semualigekanasih belum diresmikan.
Rencana land use itu memuat ketentuan-ketentuamdgaris-garis besar tentang
penggunaan tanah dalam kota, di mana daerah-dabretus disediakan buat
kantor-kantor pemerintah, buat keperluan militeyatb perdagangan, buat
lapangan terbuka, buat tempat tinggal, buat ingumiat sekolah.”

Dalam rangka melestarikan taman yang telah adaeblerapa tempat,
maka taman-taman tersebut dipelihara oleh Bagig@armanan:

” Bagian Pertamanan memelihara taman-taman yasgtar dalam kota,
memelihara pohon-pohon tepi jalan dan disampingniengusahakan tempat-
tempat bibit-bibit pohon serta kembang-kembangydahan taman-taman dalam
kota, menambah keindahan Kota Malang yang terk¢mgh sebagai kota

Kembang ”.
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Dalam rencana Garis Besar Penggunaan Tanah Kotanlylaersebut
jelas digambarkan suatu lokasi ” Ruang Terbuka WHijaterutama yang besar
(berskala kota) yaitu antara lain: kompleks staddan sekitarnya, Taman
Indrokilo, Sekolah Pertanian Menengah Atas Tanjubhgpangan Rampal,
Sepanjang tepi sungai, ditambah ruang terbuka Bemakam milik pemerintah.
Lebih lanjut pada buku peringatan 50 tahun Kotaavigltahun 1964 dijelaskan:

" Kota Malang yang berhawa sejuk dan mempunyai aagan yang
indah karenanya tidak akan pernah lepas memikidganya lajur hijau. Lajur
hijau ini tidak saja berupa pertamanan dan lapargtapi juga berupa kebun
kota, kebun binatang, kebun bibit, kuburan yangup&kan ruang terbuka. Fungsi
lajur hijau adalah paru-paru kota, merendahkan subara, menyejukkan
pandangan, menahan debu, tempat rekreasi dan pergita. Oleh karenanya itu
harus dipertahankan adanya lajur hijau dan malalstditambah.”

Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royon@pfaja Malang
pada tahun 1962 ditetapkan Kota Malang sebagaia Retajar/Kota Pendidikan,
Kota Industri, dan Kota Pariwisata. Ketiga pokoks&but menjadi cita-cita
masyarakat Kota Malang yang harus dibina. Olehneitu kemudian disebut
Tribina Cita Kota Malang diuraikan secara jelas tentang arah pembangurtan ko
untuk mewujudkan Malang sebagai kota pariwisatauyai

” Yang dimaksud dengan kota pariwisata adalah sketa yang indah
yang didukung oleh keindahan alam dan udara yaiuk,sdiharapkan agar
masyarakat memperindah diri terus-menerus sesaai dhgkungannya, untuk

menjadikan Malang kota transit pariwisata yang neeaygkan .
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Dalam upaya meningkatkan keindahan Kota Malangnuatendorong
terwujudnya Malang sebagai kota pariwisata, dalarkubTri Bina Cita Kota
Malang tahun 1987 ditulis bahwa :

" Usaha-usaha yang perlu ditingkatkan pada obysjlelolwisata Kota
Malang adalah: meningkatkan/up grading tempat-téntaen fasilitas wisata,
memperindah kota dengan jalan: memperindah tamaningkatkan penghijauan
baik di jalan-jalan maupun hutan kota, membangun gupding alun-alun,
monumen, membangun jalan-jalan yang baik, menikgkatkebersihan dan
penertiban lalu lintas serta angkutan, pembangupagvading hotel berbintang,
pembangunan tempat-tempat perbelanjaan, pembangue@pat rekreasi,
pembangunan rumah makan.”

3. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan KatMalang

Badan perencanaan adalah sebuah organisasi tempésajan kantor dan
badan stafnya sendiri. Lembaga pemerintah yang dre&mg merencanakan
pembangunan terdapat di tingkat nasional (pusat)tidgkat daerah. Di daerah
baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dpet Badan Perencanaan
Pembangunan Derah/Kota yang bertanggung jawabuUaggse Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah.

Di tingkat daerah tugas bidang perencanaan pemhbangdilakukan
oleh propinsi serta penilaian atas pelaksanaarBsgitu juga di kabupaten atau
kota Badan Perencanaan di tingkat itu membantu kpa®Walikota dalam
menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangdi propinsi serta

penilaian atas pelaksanaannya.
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Pada tahun 1978 Gubernur Kepala Daerah Jawa Tirangimtruksikan
kepada semua Bupati/ Walikota di Jawa Timur agamb@ntuk organisasi baru
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)dadar hal tersebut,
maka Pemerintahan Daerah Malang membentuk Bapmeuga surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Malang Nomaf110/VII/1979
tanggal Juli 1979 kemudian mengangkat Drs. Widoms#{oagai Ketua Bappeda
Kota Malang yang pertama didampingi seorang sekset#dan empat kepala
Bidang.

Untuk membentuk Bappeda seluruh Daerah Tingkae [D&awva Timur
telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur KepalarBh Tingkat I Jawa Timur
Nomor BPPD.053/388/1980 tanggal 23 Mei 1980 tenfagbentukan Bappeda
Tingkat Il. Surat Keputusan ini dibuat dengan merhatkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentaeddfan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daemgiallrdan Tingkat Il dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 1Munal981 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Laksana Bappeda Kotamadya D&ergkat Il Malang.

Dalam kapasitas sebagantry point pembangunan daerah itulah
keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan KotagMalag dikenal dengan
sebutan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapdddentuk untuk
menjalankan tugas pokok untuk melaksanakan kewamadigpidang perencanaan
pembangunan daerah, sebagaimana ditetapkan dalesturBe Daerah Kota
Malang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukkanamaderencanaan
Pembangunan Daerah jo Peraturan Daerah Kota Md&langor 6 Tahun 2004

tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangwtan Mé@lang Dan
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Keputusan Walikota Malang Nomor 349 Tahun 2004 ateqit Uraian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaandtsguban Kota Malang.

Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan daerah di bidang peremcaeasbangunan daerah
sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

a. Fungsi dan Tugas Pokok Bappeko

Bappeko adalah Lembaga Teknis Pemerintah Daerahbiding
perencanaan pembangunan. Badan Perencanaan pemdramgempunyai tugas
pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidangiga@raan pembangunan
daerah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

Tugas Bappeko dalam penyelenggaraan mempunyaiifﬁmgs

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaambg@gunan
Daerah dan penelitian serta Pengembangan Daerah ;

2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis deanae kerja
tahunan di bidang perencanaan teknis pembangunaeralDa
penelitian dan pengembangan daerah ;

3. Pelaksanaan evaluasi rencanaan strategis dan eekega tahunan
Perangkat Daerah sebagai bahwa penyusunan renegaatdhunan
Daerah ;

4. Pelaksanaan kegiatan pendataan, penelitian dan eipdaggan
sebagai bahan penyusunan perencanaan pembanguraah Dai

bidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana

28 Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makitpy/keuangan.malangkota.go.id /
fungsis.php diakses pada tanggal 20 Juni 2008.
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5. Pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggungjawabgpalak
Daerah ;

6. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelksanaamgregmunan di
Daerah ;

7. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyasuprogram,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepagawaimah
tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakadarkearsipan;

8. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olglal&keDaerah
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Secara umum kegiatan di atas dilakukan melalui meke penyusunan
rencana tahunan secara bertahap mulai dari musgaAwagrerencanaan
pembangunan (musrenbang), yang merupakan wahank nnenyerap berbagai
usulan masyarakat dalam proses pembangunan. Musytawdakukan pertama
di kelurahan kemudian dibahas ke musyawarah keeamdulan berikutnya
untuk menentukan prioritas usulan yang akan dimusada Pemerintah Kota.
Pada tahap ini peran Bappeko sebagai pihak yangmhgamn prioritas usulan
pembangunan yang akan diajukan pada penyusunanafemgdPendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

b. Visi dan Misi Bappeko Kota Malang

Adapun visi dan misi Bappeko Kota Malang sebagekhb&®:

*® Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makhitm)//keuangan.malangkota.go.id /
visi-misi.php diakses pada tanggal 20 Juni 2008.
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1. Visi

Perencanaan pembangunan kota yang dibuat untuk jockan
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malangagakan mampu
mengadopsi dan mewadahi aspirasi masyarakat kotagamai bentuk
pembangunan yang diinginkannya, agar pembangumk thanya dapat
dinikmati oleh kalangan tertentu saja tetapi jugakdhati secara merata oleh
seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pemihakan.

Dalam rangka menunjang pencapaian visi Kota Malsaisgy,Bappeko
adalah mewujudkan perencanaan daerah yang patfisipensparan,
integratif dan berkelanjutan.

2. Misi

Bappeko mempunyai misi sebagai berikut :

1. Memadu aspirasi yang berkembang di masyarakattofm-up
planning) dengan program daerah dan kegiatan dagophdown
planning) melalui penguatan sistem perencanaan pembangunan
partisipatif;

2. Memantapkan perencanaan lintas perangkat daeragrbetmni
bidang pembangunan kota melalui koordinasi yarndgram dan
berkelanjutan;

3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui
penyusunan rencana strategis kota maupun penyusenaana
pembangunan daerah lainnya dan penyusunan reng@naung
wilayah merujuk pada hasil penelitian maupun padsalthse

potensi wilayah;
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4. Menyelenggarakan pelaporan dan pengendalian pembandota
berdasarkan pemantauan dan evaluasi hasil pembamgota;

5. Mengembangkan pelayanan teknis perencanaan penrzangata
melalui penyediaan sarana dan prasarana perencgaagrayak
dan memadai.

c. Struktur Organisasi Bappeko Kota Malang
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembanguoém Malang
terdiri dari:
1) Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan;
2) Unsur Pembantu Pimpinan, Yaitu Bagian Tata Usahmg yardiri
dari:
a. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Umum;
3) Unsur Pelaksana yaitu :
a. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan tedi:
1. Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan;
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
b. Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Sosial Budaya;
2. Sub Bidang Ekonomi;
c. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan;

2. Sub Bidang Prasarana dan Sarana Perkotaan;
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4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain bagian-bagian di atas, utnuk melakukan tdgasfungsi tertentu
serta atas kebutuhan Bappeko Kota Malang dapattdibéJnit Pelaksana Teknis
(UPT) Badan. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpéih seorang Kepala Unit
Pelaksana Teknis Badan yang dalam melakukan tugasenada di bawah dan
bertanggung jawab Kepada Keppala Bappeko Kota Malan

Berikut adalah struktur organisasi Badan PerencarRembangunan
Kota Malang:

Bagan : Struktur Organisasi Bappeko Kota Malang

Kepale
Badan
Sekretariat
| |
Sub Bagian
Sub Bagian | Sub Bagian | Penyusunan
Umum Keuangan Program
| 1 1
Bidang Pendataan, Bidang FisiK Bidang Sosial
Penelitian dan dan Budaya dan
Pengembangan Prasarana Ekonomi
Sub Bidang Sub Bidang| | Sub Bidang | Sub Bidang Sub Bidang
Pendataan dg |Penelitian dal Prasarana| | Tata Ruang | Sub Bidang | Sosial dan
Pelaporan | |Pengembangan| dan Sarang dan Ekonomi Budaya
Kota Lingkungan

Sumber: Bappeko Kota Malang tahun 2008, tidak diolah.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fuegsbut, Bappeko

Kota Malang memiliki 34 personil yang terdiri atas

1. Berdasarkan Pendidikan Umum :

a. Pendidikan S2

: 9 Orang
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b. Pendidikan S1 : 16 Orang
c. Pendidikan SMA : 6 Orang
d. Pendidikan SMP : 3 Orang

2. Berdasarkan Jabatan :

a. Esselon Il : 1 Orang
b. Esselon lli : 4 Orang
c. Esselon IV : 8 Orang
d. Staff : 21 Orang

3. Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan :

a. Diklatpim Il 1 Orang
b. Diklatpim IlI : 2 Orang
c. Diklatpim IV : 9 Orang

d. Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bidang Tata Ruang aaLingkungan
Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan mempunyaistigelakukan
perencanaan tata ruang, sumber daya alam dan figgku Sub Bidang Tata
Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan pembangunan tata ruangersaiaya
alam dan lingkungan;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan pemaduan rencanbapgmman
tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan;
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengatamuang dan
tata guna tanah, pemanfaatan sumber daya alamesaeliparaan

lingkungan hidup serta pemecahannya;
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d. Penyiapan koordinasi penyusunan program tahunagapenan tata
ruang dan tata guna tanah, sumber daya alam dgwfigan;
e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugsripgsi
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olgbaldeBidang
Fisik dan Prasarana sesuai dengan bidang tugdsmgsinya;
B. UPAYA BAPPEKO DALAM PENGELOLAAN RTH
1. Tujuan dan Strategi Pengelolaan RTH
a. Tujuan
Terwujudnya konsepMALANG BESTARI : Konsep lingkungan
hidup perkotaan yang sehat, nyaman, indah daniseras
1) Sehat
Berhubungan dengan kualitas lingkungan yarsyistenable
(berkelanjutan),safety (dari pencemaran), derajat kesesuaian lingkungan
dengan kebutuhan fisik manusia; stabilitas linglaimg
2)Nyaman
Berhubungan dengan kualitas tempat/tatanan fisikgkiingan
terhadap manusia pemakainya; kesesuaian modiBktislg tempat dengan
perilaku pemakai.
3)Indah
Berhubungan dengan kualitas estetika visual lingkan bentuk
lingkungan dengan proses persepsi dan kognisi pesiga
4) Serasi
Berhubungan dengan kesesuaian bentuk dan fungar afemen-

elemen fisik dalam satu lingkungan.
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b.  Strategi Pengelolaan RTH
1. Pengembangan RTH

a. Penataan RTH sesuai fungsinya : estetika, eilsologkreatif
dan edukatif.

b. Penanaman pohon sesuai jenis dan fungsi RTH.

c. Penempatan RTH sebagai pendukung identitas kamvas

d. Pengelompokan RTH sesuai fungsi, Hirarki, daalasskuang
lingkungannya.

2. Pembangunan RTH
Mengingat keterbatasan dana pemerintah, pembanguay terbuka
hijau dilaksanakan secara berkesinambungan, ber@éagan melibatkan peran
serta masyarakat, dunia usaha dan kalangan akadesinpiti kegiatan :

a. pembangunan hutan kota; kebun bibit; taman ktaman
lingkungan.

b. pembangunan RTH pada ruas jalan utama kota.

c. pembangunan RTH pada lokasi fasilitas umum kota.

d. pembangunan RTH pada sempadan sungai; jaluSKA;T

e. penghijauan tanaman/kavling rumah

Pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat melalui

a. kegiatan penghijauan yang dilombakan.

b. gerakan penghijauan bersama, mengembangkansimpasti
masyarakat.

c. sosialisasi dan pengembangan forum diskusi malsyg untuk

meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya.
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2. Kegiatan Perencanaan Penggunaan dan Peruntukan Laha

Secara umum kegiatan perencanaan penggunaan devugen lahan di
wilayah kota malang merupakan wewenang dan tanggawgb dari Badan
Perencanaan dan Pembangunan Kota Malang.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang tersednupakan
lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokdkkeamakan kebijakan di
bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut dilakukah Blappeko
berdasarkan masukan dari masyarakat melalui musghwaerencanaan
pembangunan (musrenbang), yang merupakan wahaok onenyerap berbagai
usulan masyarakat dalam proses pembangunan.

Perencanaan penggunaan dan peruntukan RTH tidak leégri aspek
pertanahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWSendiri. RTRW yang
ada saat ini merupakan revisi dari RTRW yang adeelaenya yaitu Rencana
Umum Teknik Ruang Kota (RUTRK) tahun 1990/1991, uieimgan dengan
keluarnya UU 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruaaig rRUTRK tersebut
direvisi menjadi RTRW Kota Malang pada tahun 19994, setelah rencana
tersebut berjalan sekitar lima tahun, mengalamsréagi pada tahun 1998/1999.
Selama tahun 1998 hingga 2001 merupakan masa pemugevisi RTRW
sampai waktu yang ditetapkan menjadi RTRW Kota kaléahun 2001/2011
dalam Perda No.7/2001. Dalam Perda tersebut terdapaahapan program yaitu
tahap 1 yaitu tahun 2001-2005 dan tahap 2 tahu®-20Q1, dan pada setiap

tahapnya akan dilakukan peninjauan terhadap RTR¥eéltat. Sedangkan untuk
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saat ini setelah berlakunya UU No.26 tahun 2007atenPenataan Ruang masih
belum diadakan revisi pada RTRW Kota Malang.

Pada dasarnya tanah di Kota Malang dapat dialilgsikan untuk
kegiatan perkotaan yang berorientasi pada sektor agraris sesuai dengan
struktur fungsional kota, sebagaimana pengertida ka sendiri yaitu kawasan
yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian, walaudemikian kawasan ini
tetap memerlukan RTH. Sehingga rencana pengguaaan di Kota Malang ini
di dasarkan pada fungsi bagian wilayah yang sud@mtdkan menjadi bagian
wilayah kota (BWK).

Berdasarkan hasil pengamatan, kebutuhan akan RTHmemang
diperlukan, karena untuk saat ini keberadaan RTHKdia Malang tidak
memenuhi luasan minimum. Untuk itu sesuai dengangdunya Bappeko
membuat kebijakan berupa perencanaan pemanfaatag wntuk RTH untuk
memenuhi kebutuhan atau kekurangan yang ada.

2.1 Perhitungan Kebutuhan RTH

Pada prinsipnya untuk menentukan kebutuhan RTH paata kawasan,
dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk htasan kawasan yang
bersangkutan.

a. Berdasarkan RTRW Kota Malang

Dalam buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malatgirt 2001-
2011, perhitungan kebutuhan luasan ruang terbuta dioMalang didasari pada
prosentase terhadap luasan wilayah perkotaan. tieghn ini membedakan
antara kebutuhan RTH pada kawasan terbangun s&spadatannya, untuk

resapan air, serta diluar kawasan terbangun urgd&ngan kota. Berikut adalah



luas kawasan yang terbangun dan belum terbangunada di Kota

di tiap-tiap kecamatan.

Tabel 2
Kawasan Terbangun Kota Malang
No Luas Kawasan (Ha)
Kecamatan Luas
(Ha) Terbangun Belum
Terbangun

1 | Klojen 883.00 754,250 128,750
2 | Blimbing 1776.65 1445,800 330,850
3 | Sukun 2096.57 1267,859 828,850
4 Lowokwaru 2260.00 1597,547 662,453
5 | Kedungkandar 3989.4- 1869,73: 2119,70!

Jumlah 11.005.66 6935,18Y 4070,473

Sumber : Bappeko Kota Malang tahun 2008, diolah.
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Malang dan

Kecamatan Klojen merupakan kecamatan yang menkiditiasan yang

belum terbangun paling sedikit sedangkan untuk yaeduas berada di

Kecamatan Kedungkandang.

cukup.

Pada kawasan terbangun harus disediakan ruangk&etmjau yang

a. Untuk kawasan yang padat, minimum disediakan afedboldari

luas total kawasan;

b. Untuk kawasan yang kepadatannya sedang harus akeedruang

terbuka hijau minimum 15 % dari luas kawasan;

c. Untuk kawasan berkepadatan bangunan rendah hasesliakan

ruang terbuka hijau minimum 20 % terhadap luas kawssecara

keseluruhan;

d. Untuk meningkatkan daya resap air ke dalam tanakanperlu

dikembangkan kawasan resapan air yang menampunggdruair
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hujan dari saluran drainase. Kawasan resapan aitemtama
direncanakan di wilayah Gunung Buring, dimana ursietkap 20 Ha
tanah perlu disediakan 1 unit, serta di bagiantbidcdaa Malang
yaitu di sekitar Bandulan, Tidar, Karang Besuki déerjosari yang
membutuhkan 1 unit untuk setiap 30 Ha tanah. Padgab utara
dan selatan Kota Malang, kawasan resapan air mmiadalah 200
MZ. upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan lpoirkolam
resapan air pada wilayah tangkapan air;

e. Ruang terbuka hijau, di luar kawasan terbangunshdizadangkan
minimum 30 % terhadap luas total Kota Malang, diemangka ini
sudah termasuk untuk keperluan konservasi, kebanas@vah dan
sebagainya.

b. berdasarkan jumlah penduduk

Kebutuhan taman didasarkan pada jumlah pendudukdaBarkan

pedoman teknis pembangunan perumahan dijelaskaap s&20.000 jiwa
sekurang-kurangnya harus memiliki satu lapangaauhjang terbuka. Sarana ini
sangat diperlukan untuk melayani aktifitas-aktffitkelompok di area terbuka.
Sedangkan untuk luas area taman dan lapangan gdéahyang diperlukan
standarnya 0,2 ®/ penduduk. Di samping lapangan olahraga, ditemtuula
kebutuhan taman, jalur hijau dan sebagai cadangaber alam yang besarnya 15
M? / penduduk, yang lokasinya dapat dibagi sesuagaterkebutuhan yang
lokasinya dapat disebar.

Kedua sistem penghitungan kebutuhan tersebut saadathana, karena

dilakukan tanpa memperhitungkan faktor-faktor ydag, misal kebutuhan



63

oksigen, atau pendekatan berdasarkan jumlah keardab@rmotor maupun
kegiatan industri yang tinggi. Tetapi dengan caaagysederhana tersebut dirasa
sudah cukup memenuhi apabila dikaji secara ekontingga efisiensi
penggunaan sumber daya alamnya.
2.2. Program Pemanfaatan RTH di Tiap Kecamatan

Untuk memenuhi kebutuhan RTH, Bappeko melakukangrpra

pemanfaatan RTH yang dilakukan pada tiap kecanyatag ada di Kota Malang.
a. Kecamatan Klojen
1. Kebutuhan RTH
Kebutuhan RTH di Kecamatan Klojen adalah sebag#ude
Luas Wilayah Kec. Klojen = 883.00 Ha

Jumlah Penduduk Kec. Klojen = 118.804 jiwa
Kebutuhan RTH

Lapangan Kota 0,2 Rjiwa o 23.761 M
Taman; Jalur Hijau; dsb 153fiwa = 1.782.060 M+
Total = 1.805.821 K

Sumber : Bappeko Kota Malang Tahun 2008, diolah.

Kebutuhan RTH untuk Kecamatan Klojen adalah 1.805.8F,
jumlah ini diperoleh berdasarkan perhitungan dabwtuhan akan luas
lapangan ditambah dengan luas dari taman, jalauhipakam, resapan air,
makam dan hutan kota. Untuk kebutuhan taman, fajau, makam dan
resapan air dibagi sesuai dengan kebutuhan.

2. Perencanaan RTH
Untuk memenuhi kebutuhan RTH dilakukan pengelokrhadap

RTH tersebut dengan perincian sebagai berikut :
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Perencanaan RTH Kecamatan Klojen
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Jenis RTH Kebutuhan RTH RTH yang ada (M) | Pengembangan RTH
(M?) (M)

Taman dan Makam 78.76 98.455 -
Jalur Hijau 127.73( 20.63b 107.095
Taman Lingkungan 118.80 63.180 55.624
Resapan Air 8.80 8.800
Hutan Kota, Kebon 1.471.726 259.71% 1.212.011
Bibit

Jumlah 1.805.821 441.985 1.383.5T0

Sumber : Bappeko Kota Malang Tahun 2008, diolah.

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahweajun RTH yang

ada di Kecamatan Klojen sangat kurang, yaitu h@ea985 M sedangkan

kebutuhan RTH Kecamatan Klojen adalah seluas 188@5M, untuk

pengembangan RTH di Kecamatan Klojen yang akankudin oleh

Bappeko adalah seluas 1.383.5306, Mtau 138,353 Ha, pengembangan

RTH ini hanya dapat dilakukan seluas 128,750 Ha,sagbab hanya

terdapat lahan yang belum terbangun seluas 128éb@lari total luas

wilayah kecamatan seluas 883,00 Ha.

b. Kecamatan Blimbing

1. Kebutuhan RTH

Kebutuhan RTH di Kecamatan Blimbing adalah sebbggekut :

Luas Wilayah Kec. Blimbing
Jumlah Penduduk Kec. Blimbing
Kebutuhan RTH

Lapangan Kota 0,2 Rjiwa

Taman,; Jalur Hijau; dsb 1520(j1wa

Total kebutuhan RTH
Sumber : Bappeko Kota Malang Tahun 2008, diolah.

1776,65 Ha
187.364 jiwa

37.473 M

2.810.458 M+

2.847.932°M
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Kebutuhan RTH untuk Kecamatan Blimbing adalah 2837 M,
jumlah ini diperoleh berdasarkan perhitungan dabutuhan akan luas
lapangan ditambah dengan luas dari taman, jalauhipakam, resapan air,
makam dan hutan kota. Untuk kebutuhan taman, fajau, makam dan
resapan air dibagi sesuai dengan kebutuhan.

2. Perencanaan RTH

Untuk memenuhi kebutuhan RTH dilakukan pengelokrhadap

RTH tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4
Perencanaan RTH Kecamatan Bimbing

Jenis RTH Kebutuhan RTH RTH yang ada (M) | Pengembangan RTH
(M?) (M?)

Taman dan Makam 92.473 165.463
Jalur Hijau 201.442 10.588 190.874
Taman Lingkungan 187.364 16.306 171.058
Resapan Air 18.000 18.0Q0
Hutan Kota, Kebon 2.348.653 4.075 2.344.578
Bibit
Jumlah 2.847.932 196.432 2.651.5?0

Sumber : Bappeko Kota Malang Tahun 2008, diolah.

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahweaju RTH yang

ada di Kecamatan Blimbing sangat kurang hanya 326M° sedangkan
kebutuhan RTH Kecamatan adalah seluas 2.847.93%2 whtuk
pengembangan RTH di Kecamatan Blimbing yang akdekukan oleh
Bappeko adalah seluas 2.651.50 pengembangan RTH ini masih dapat

dilakukan karena masih terdapat lahan yang belurbamgun seluas
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3.308.500 M atau 330,850 Ha dari total luas wilayah kecamatinas
1776.65 Ha.
c. Kecamatan Sukun

1. Kebutuhan RTH

Kebutuhan RTH di Kecamatan Sukun adalah sebagiuber

Luas Wilayah Kec. Sukun = 2096,57 Ha
Jumlah Penduduk Kec. Sukun = 193.689 jiwa
Kebutuhan RTH

Lapangan Kota 0,2 Miwa = 38.738 M
Taman; Jalur Hijau; dsb 15%fiwa = 2.905.328 M
Total kebutuhan RTH = 2.944.065°M

Sumber : Bappeko Kota Malang Tahun 2008, diolah.

Kebutuhan RTH untuk Kecamatan Sukun adalah 2.954M%
jumlah ini diperoleh berdasarkan perhitungan dabutuhan akan luas
lapangan ditambah dengan luas dari taman, jalauhipakam, resapan air,
makam dan hutan kota. Untuk kebutuhan taman, fajau, makam dan
resapan air dibagi sesuai dengan kebutuhan.

2. Perencanaan RTH
Untuk memenuhi kebutuhan RTH dilakukan pengelokrhadap

RTH tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5
Perencanaan RTH Kecamatan Sukun
Jenis RTH Kebutuhan RTH RTH yang ada (M?) Pengembangan RTH
(M%) (M)

Taman dan Makam 93.73 276.940
Jalur Hijau 208.241 12.46[¢ 190.874
Taman Lingkungan 187.36 16.306 179.417
Resapan Air 20.80 20.870
Hutan Kota, Kebon 2.427.59 77.858 2.349.740
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Jumlah 2.944.065 402.337 2.541.728

Sumber : Bappeko Kota Malang Tahun 2008, diolah.

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahweaju RTH yang
ada di Kecamatan Sukun sangat kurang hanya 40M83Bedangkan
kebutuhan RTH Kecamatan Sukun adalah seluas 26BIAMF, untuk
pengembangan RTH di Kecamatan Sukun yang akan uddak oleh
Bappeko adalah seluas 2.541.728 pengembangan RTH ini masih dapat
dilakukan karena masih terdapat lahan yang belurbamgun seluas
8.288.500 M atau 828,850 Ha dari total luas wilayah kecamainas
2096.57 Ha.

d. Kecamatan Lowokwaru
1. Kebutuhan RTH

Kebutuhan RTH di Kecamatan Lowokwaru berdasarkan
penghitungan adalah sebagai berikut :

Luas Wilayah Kec. Lowokwaru = 2.260 Ha
Jumlah Penduduk Kec. Lowokwaru =  220.365 jiwa
Kebutuhan RTH

Lapangan Kota 0,2 Kjiwa 44.073 M

Taman; Jalur Hijau; dsb 153%fiwa 3.305.477 M

Total kebutuhan RTH = 3.349.550°M
Sumber : Bappeko Kota Malang Tahun 2008, diolah.

Kebutuhan RTH untuk Kecamatan Lowokwaru adalah 858D
M?, jumlah ini diperoleh berdasarkan perhitungan Behiutuhan akan luas
lapangan ditambah dengan luas dari taman, jalauhipakam, resapan air,
makam dan hutan kota. Untuk kebutuhan taman, jajau, makam dan

resapan air dibagi sesuai dengan kebutuhan.
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Untuk memenuhi kebutuhan RTH dilakukan pengelokhadap

RTH tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6
Perencanaan RTH Kecamatan Lowokwaru

Jenis RTH Kebutuhan RTH RTH yang ada (M?) Pengembangan RTH
(M%) (M?)

Taman dan Makam 104.073 107.871
Jalur Hijau 208.241 26.479 210.443
Taman Lingkungan 220.36H 9.942 210.423
Resapan Air 22.600 22.600
Hutan Kota, Kebon 2.765.590 16.67( 2.748.920
Bibit
Jumlah 3.349.550 160.962 3.188.588

Sumber : Bappeko Kota Malang Tahun 2008, diolah.

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwsajn RTH yang

ada di Kecamatan Lowokwaru sangat kurang hanys®068Vf sedangkan

kebutuhan RTH Kecamatan Lowokwaru adalah selua®3%30 l\/f, untuk

pengembangan RTH di Kecamatan Lowokwaru yang akakuitan oleh

Bappeko adalah seluas 3.188.588 pengembangan RTH ini masih dapat

dilakukan karena masih terdapat lahan yang belurbamgun seluas

6.624.530 M atau 662,453 Ha dari total luas wilayah kecamaglnas

2260.00 Ha.

e. Kecamatan Kedungkandang

1. Kebutuhan RTH

Kebutuhan RTH di Kecamatan Kedungkandang adalalgseb

berikut :
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Luas Wilayah Kec. Kedungkandang = 3989,44 Ha
Jumlah Penduduk Kec. Kedungkandang = 172.663 ji
Kebutuhan RTH

Lapangan 0,2 Kjiwa S 40.403 M
Taman; Jalur Hijau; dsb 153fiwa = 3.030.236 M
Total kebutuhan RTH = 3.070.639°M

Sumber : Bappeko Kota Malang Tahun 2008, diolah.

Kebutuhan RTH untuk Kecamatan Kedungkandang adalah
3.070.639 M, jumlah ini diperoleh berdasarkan perhitungan Eebiutuhan
akan luas lapangan ditambah dengan luas dari tajedan,hijau, makam,
resapan air, makam dan hutan kota. Untuk kebutw@eran, jalur hijau,
makam dan resapan air dibagi sesuai dengan kelutuha
2. Perencanaan RTH

Untuk memenuhi kebutuhan RTH dilakukan pengelokrhadap

RTH tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7
Perencanaan RTH Kecamatan Kedungkandang
Jenis RTH Kebutuhan RTH RTH yang ada (M) | Pengembangan RTH
(M%) (M%)

Taman dan Makam 100.4( 77.925 22.47
Jalur Hijau 217.194 8.900 208.2p4
Taman Lingkungan 202.01 27.733 174.283
Resapan Air 40.00 40.000
Hutan Kota, Kebon 2.511.026 16.67( 2.494.355
Bibit

Jumlah 3.070.639 131.228 2.939.411

Sumber : Bappeko Kota Malang Tahun 2008, diolah.

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwdajun RTH yang

ada di Kecamatan Kedungkandang sangat kurang haBga228 M
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sedangkan kebutuhan RTH Kecamatan Kedungkandantphadzeluas
3.070.639 M, untuk pengembangan RTH di Kecamatan Kedungkandang
yang akan dilakukan oleh Bappeko adalah seluas 92198 M,
pengembangan RTH ini masih dapat dilakukan karessihtierdapat lahan
yang belum terbangun seluas 21.197.090athu 2119,709 Ha dari total
luas wilayah kecamatan seluas 3989.44 Ha.

Dengan demikian kebutuhan luas RTH di Kota Maladglah
sejumlah 14.018.007 fatau 1.401,8 Ha sedangkan luas RTH yang sudah
ada adalah 1.332.944°Mtau 133,3 Ha, dengan demikian Kota Malang
masih memerlukan RTH kurang lebih seluas 12.704M5%tau 1.270,4
Ha. Yang masih dapat disediakan melalui luasanyaifiidkota yang belum
terbangun seluas 4070,473 Ha.

3. Pengelolaan RTH di Kota Malang

Secara keseluruhan kegiatan perencanaan yang ldilalaleh Bappeko
dalam pengelolaan RTH sudah bagus. Meskipun beggngalih fungsian
terhadap RTH kerap terjadi, selain itu kebutuhamnalRTH ini memang
diperlukan, karena untuk saat ini keberadaan RTHKdia Malang tidak
memenuhi luasan minimum 30 % dari luas Wilayah Kwmialang, RTH yang
tersisa hanya hanya 133,3 Ha (1,4 %) .

Perencanaan pengembangan RTH tidak lepas dari aspinahan dan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) itu sendiri. RTRM&ebut kemudian
ditetapkan menjadi Perda.

Pengelolaan RTH sendiri telah diatur di dalam Peaat Derah No.7

Tahun 2001. Saat ini Perda tersebut kurang berjatktif, sebagaimana
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disebutkan dalam Pasal 20 ayat 5 tentang ruangkrhijau (RTH) dan olah
raga, namun berdasarkan pengamatan yang telaluklalditemukan beberapa
peralihan fungsi terhadap RTH diantaranya : Kawdsartaran sungai yang ada
di Kota Malang banyak yang menjadi permukiman ssgfandapat mengakibatkan
erosi, kawasan GOR pulosari dan sekitarnya yangraag menjadi supermarket
Giant, Kawasan Akademi Penyuluh Pertanian yangraagamenjadi Perumahan.

Penegakan hukum atas peraturan daerah yang bejugieu kurang
berjalan efektif, hal ini dapat dipengaruhi olektéa-faktor lain seperti peraturan
itu sendiri, aparatur hukum, pelaksanaan yang mamdupenegakan hukum serta
kondisi masyarakat dimana ketentuan hukum tersdihérlakukan. Keempat
faktor tersebut saling berkaitan karena merupalsams dari penegakan hukum
serta merupakan hal yang berkesinambungan dalanentudan efektif atau
tidaknya penegakan hukum. Efektifitas hukum akacefgai apabila faktor-faktor
yang mempengaruhi berdampak positif atau mendukiowmkum yang telah
diberlakukarf.

Tolak ukur efektifitas penegakan hukum berlakunyaakiran daerah
terhadap pengelolaan RTH di Kota Malang juga dipeuhi oleh 4 faktor yaitu:

1. Faktor peraturan, yang dalam hal ini adalah Peaatdaerah No.7 Tahun
2001, Peraturan ini mencankup isi norma-norma hukbeserta
perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yerigkl bagi
pelaksanaan hukum maupun mencari keadilan. Dengamngkatnya

jumlah penduduk di Kota Malang, maka masyarakataK®alang

30 Soerjono Soekantdaktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, rajawali Press,
Jakarta, 2004, him. 8.
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menuntut adanya keberadaan RTH untuk mencukupitiean oksigen
maupun kebutuhan yang lainnya. Dengan dikeluarkanigrda No.7
Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah HKwdédang,
merupakan langkah awal dan merupakan bentuk daserikesan
pemerintah kota terkait perencanaan tata ruang galaamnya termasuk
perencanaan mengenai RTH, serta dasar bagi Bappekk melakukan
pengelolaan RTH. sehingga dengan Peraturan Daersébtit diharapkan
dapat melakukan pengelolaan RTH dengan baik.

. Faktor aparat hukum, yang dalam hal ini adalah eapBappeko Kota
Malang, yang bertugas sebagai badan perencanadrapguman termasuk
dalam perencanaan pembangunan RTH. Bappeko Kotaaniylal
mempunyai peranan terhadap pengelolaan RTH di K&kng, peran
tersebut diwujudkan oleh Bappeko dengan mengelnaperencanaan
khusus mengenai RTH yang dituangkan dalam bentultem@an ruang
terbuka hijau.

. Faktor pelaksanaan yang mendukung penegakan huRafam hal ini
adalah pelaksanaan perencanaan tata ruang yargy desgan peraturan
yang sudah ada. Dalam setiap penggunaan wilayalms hdisesuaikan
dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam rartaesa ruang wilayah,
sehingga setiap orang atau pihak yang melakukamati@gpemanfaatan
ruang dan bangunan tidak menyalahi aturan yand teda. Oleh karena
itu Bappeko melakukan perencanaan terhadap RTHhggdikeberadaan

RTH tersebut dapat terjaga.
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4. Faktor kondisi masyarakat, masyarakat terkait datemini merupakan
orang atau pihak yang melakukan penggunaan ruaegg )sering
melakukan kegiatan tersebut misalnya adalah pihakestor atau
pengembang. Dalam melakukan kegiatan tersebut pdrak harus
memperhatikan arti penting dari adanya rencana magmg termasuk
keberadaan RTH tersebut.

C. KENDALA - KENDALA YANG DIHADAPI OLEH BAPPEKO DALAM

UPAYA PENGELOLAAN RTH KOTA MALANG

Secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan RTHdyiakgkan oleh
Bappeko Kota Malang tersebut memang hampir sebdogsar telah berhasil
dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapberdpa kendala yang
dihadapi Bappeko Kota Malang, yang menjadi hambatalam pelaksanaan
pengelolaan RTH di wilayah Kota Malang, sehinggaalala kita lihat meskipun
Pemerintah telah melakukan tindakan yang optireépi masih banyak beberapa
masalah yang berhubungan dengan pengelolaan terRada

Adapun kendala yang dihadapi oleh Bappeko dalanyaupangelolaan
RTH yaitu kendala yang dihadapi dari dalam (intBrmaaupun dari luar
(eksternal). Kendala yang berasal dari internabeteut diantaranya sebagai
berikut :

1. Pejabat Birokrasi yang tidak konsisten terhadaa Ruang Kota.
Para pejabat birokrasi mulai pimpinan puncak samypat-unit kerja yang
menentukan kebijaksanaan dan pelaksanaan teknisglsdr tidak konsisten
terhadap rencana tata ruang kota yang sudah disefgiumnya dan ditetapkan

menjadi peraturan daerah.
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Perencanaan tata ruang kota yang sudah disusugateatdi dengan
memperhitungkan kebutuhan masyarakat secara meulgeldalam bentuk
rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana ded#dl tuang kota (RDTRK),
rencana teknik ruang kota (RTRK), dan lain-lainrirggkali hanya sebagai
dokumen dalam bentuk buku dan peta di atas kestdsngga tidak digunakan
sebagai bahan pertimbangan secara matang oleh apefa@tokrasi yang
berpandangan bangunan fisik lebih penting dari gusatbuka hijau sehingga
dengan mudah mengubah penggunaan lahan-lahan taspgpertimbangkan
keseimbangan ekosistem seluruh Rbta

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangn&Snenjadi
kendala tersendiri bagi Bappeko dalam melakukaemmanaan wilayaff.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, dalam af@man tugasnya
Bappeko hanya dijalankan oleh 34 orang pegawaj gajgy terdiri dari 21 orang
staf dan 13 pejabat setingkat Esselon dengan peemisebagai berikut : Esselon II
1 orang, Esselon lll 4 orang dan Esselon IV sejan@arang, selain kurangnya
SDM juga kurangnya tenaga ahli dalam bidang peraaajuga menjadi kendala
yang dihadapi oleh Bappeko.

Dengan keterbatasan jumlah SDM tersebut untuk rokéaktugas dan
fungsi dari Bappeko dirasakan sangat kurang, sghirsgringkali perencanaan
pembangunan yang telah dilakukan kurang dapatatia@msoleh masyarakat Kota
Malang.

3. Keterbatasan Anggaran, mengingat Kota Malang ifikerwilayah

yang cukup luas dan keberadaan RTH yang tersebaeldiuh wilayah kota,

31 Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Fisik dasaPama Bappeko Kota Malang
pada tanggal 14 Oktober 2008.
%2 |bid.
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maka kebutuhan biaya pengelolaan maupun perawertsebut sangat banyak dan
saat ini anggaran yang disediakan untuk pengeladaanperawatan dinilai oleh
Bappeko masih kurafy

4. Kurangnya koordinasi antar bidang-bidang. Belwarasinya
koordinasi antar bidang—bidang menyebabkan kurdegtifnya kinerja dari
Bappeko dalam perencanaan pembangunan khususraya gehgelolaan ruang
terbuka hijaut*

Sedangkan untuk hambatan lain yang dihadapi olepp&a yang
berupa hambatan eksternal dapat berupa :

1. Kurangnya peran serta masyarakat, dalam melakaarPerencanaan
Pembangunan seringkali masyarakat tidak banyakadian, kurangnya peran
serta masyarakat ini menyebabkan sering terjadigolvan pendapat mengenai
kebijakan antara pemerintah dengan masyarakat.af\kiiin yang dapat timbul
karena kurangnya peran serta dari masyarakat iiu ydapat menyebabkan
terjadinya konflik terhadap penggunaan rugng.

2. Pemilik lahan yang kurang peduli. Pemilik lahdapat dari instansi
pemerintah, lembaga swasta atau perorangan mesdseabmiliknya itu dapat
dibangun bangunan apa saja menurut keinginannyaa tamempertimbangkan
bahwa bangunan itu tidak sesuai peruntukannya isesoeana tata ruang kota
yang sudah ditetapkah.

Pemilik lahan menjual tanahnya kepada pihak lanvetor) dengan

harga tinggi karena akan dibangun bangunan konhelai@i di sini pertimbangan

33 |bid.
34 |bid.
35 |hid.
% Ibid.
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utamanya adalah nilai ekonomi yang menguntungkaik tntuk pemilik tanah
maupun untuk investor.

Termasuk dari pemerintah itu sendiri, kebijaksang@merintahan
atasan di tingkat propinsi atau pemerintah pusap@ddemen) yang mempunyai
lahan-lahan di Kota Malang ingin menggunakan latersebut sesuai dengan
keinginannya yang dapat bertentangan dengan per@acdata ruang yang sudah
ada, sehingga dapat menyebabkan pimpinan daerah Malang tidak mampu
menolaknya.

Investor pemilik modal banyak yang mengincar laledran terbuka
hijau untuk dibangun bangunan komersial dengan natakukan pendekatan
kepada pimpinan daerah dan pejabat terkait utnukipaeoleh ijin. Bila pejabat
yang bersangkutan tidak mempunyai prinsip berpegaggh pada perencanaan
tata ruang kota yang sudah ditetapkan maka akan berenijin tanpa
memperhatikn dampak negatif yang mungkin akan tirdbkkemudian hari.

3. Lemahnya Koordinasi antar dinas—-dinas Pemerittata Malang
dengan Bappeko, pada kenyataannya banyak usuladini@s—dinas Pemerintah
Kota Malang tidak disampaikan kepada Bappeko sebgmhak yang
berwenang’

4. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. ViRsaga
pembangunan oleh lembaga legislatif seringkali kgrafektif sehingga banyak
perubahan lahan yang terjadi tidak dapat dantisggak awal. Banyak terjadi

bangunan sudah berdiri akan tetapi bermasalah. rdasalah itu tidak dapat

%7 Ibid.
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diselesaikan dengan pihak eksekutif, sehingga péam lahan terbuka hijau
menjadi bangunan terus berlangsufig.

Pengawasan pembangunan dari pihak luar sepertialganiswadaya
masyarakat, organisasi lingkungan hidup, pengamagkungan, ahli-ahli dari
perguruan tinggi yang sering mengeluarkan pendégraang manfaat ruang
terbuka hijau sering terabaikan.

. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI KENDALA
YANG DIHADAPI OLEH BAPPEKO DALAM PENGELOLAAN RTH

Dari beberapa kendala yang dihadapi oleh Bappekaelah diuraikan
di atas, maka perlu adanya upaya yang harus digekuteh Bappeko dalam
menghadapi kendala-kendala tersebut, dalam halpaya yang dilakukan oleh
Bappeko dalam mengatasi kendala internal diantaradglah :

1. Untuk mengatasi ketidak konsistensian para péjblvokrasi dalam
penataan ruang maka Bappeko melakukan beberapgakebi mengenai
perencanaan penataan ruang, beberapa diantaraiyak&e berupa arahan
pengelolaan, pengendalian dan ketentuan pemanf&dibintersebut yang lebih
jelas. Sehingga pada saat pelaksanaan pembangdakrhanya mementingkan
pembangunan fisik saja tetapi juga dapat menjagerkdaan RTH itu sendiri
sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam RTRW.

2. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah SDM makap&am bekerja

sama dengan dinas—dinas Pemerintah Kota Malangndale@lakukan penelitian

* Ibid.
% Ibid.
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terhadap potensi—potensi yang ada di daerah, sghwglaupun dengan jumlah
SDM yang terbatas Bappeko dapat melakukan tugaserygan efektif’

3. untuk mengatasi kendala dalam kebutuhan anggayang
dipergunakan yaitu dengan menyediakan anggaramdaBBD yang cukup
memadai setiap tahun anggaran, sehingga dapatatignnuntuk membangun,
meningkatkan, memelihara ruang terbuka yang adaydawgy akan dibangun
sehingga kualitas dan kuantitasnya meningkat. ®etai pembangunan juga
dilakukan secara bertahap.

4. untuk mengatasi kendala belum serasinya kosdaaara Bidang—
bidang maka Bappeko sering mengadakan rapat k@sidamtar bidang—bidang,
sehingga kerjasama yang dilakukan lebih p&tu.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Bappeko untekghadapi
kendala eksternal diantaranya adalah :

1. Untuk mengatasi perbedaan pendapat antara peaterdengan
masyarakat, maka Bappeko lebih aktif dalam memapagrogram kerjanya
kepada masyarakat, Bappeko juga memberi peluargylibatan / peran serta
masyarakat, dunia usaha dan kalangan akademis daktlmp program
penghijauan ataupun pengelolaan RTH.

Untuk menghindari adanya konflik penggunaan ruamgka rencana
dalam pengeleloaan ruang terbuka ini harus terlakadiketahui oleh publik,
sehingga setiap lokasi yang diperuntukkan bagi R@plat dipahami oleh semua

pihak dan diikuti baik oleh Pemerintah maupun mesik@t secara perorangan

40 |pid.
4 |bid.
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ataupun usaha swasta yang akan mengembangkanakegyiatdalam skala kecil,
maupun besar.

Adapun tindakan administrasi yang dapat menceggadieya konflik
prnggunaan ruang diantaranya dengan sosialisasierps RTH, sehingga
berbagai pihak yang akan melakukan pembangunaradengmanfaatkan ruang
dapat memperkirakan pada lokasi mana sebaiknya g®gyunban dapat
dilaksanakan, dengan tidak mengubah peruntukan y&ifig telah ditetapkals.

2. Untuk mengatasi ketidak pedulian pemilik lateradap keberadaan
RTH, maka Bappeko melakukan sosialisasi Perda aéeakesinambungan, baik
itu Perda No 7 Tahun 2001 tentang Rencana TatagRWalayah Kota Malang
Tahun 2001 — 2011 ataupun Perda No. 03 Tahun 280@rig Pengelolaan
Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota kepada masyarskatpai struktur
organisasi yang terendah (RT), terutama manfaabktidangsung dari
penghijauari?

3. untuk mengatasi lemahnya koordinasi antar doiags Pemerintah
Kota Malang dengan Bappeko diperlukan kesiapanaspmralisasi rencana pada
tingkat detail, serta kesiapan aparat pemerintaig y@rkait langsung dengan
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tat duanlayah Kota Malang.
Diantaranya Bappeko, Dinas Wasbangdaling, dan DiRagtamanan Kota
Malang.

Organisasi pembangunan dan pengelolaan RTH kogaséergantung
kepada perangkat yang ada dan keperluannya. Sptegorganisasian di suatu

daerah mungkin berbeda dengan daerah lainnya. @igarencanaan dipegang

“ Ibid.
“ Ibid.
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olen Bappeko, Bidang pengawasan dan pengendaliamgrwleh Dinas
Wasbangdaling sedangkan teknis pengelolaan taneinDbhas Pertamanan yang
dibantu oleh tim pembina yang terdiri instansi &rkainnya menurut kebutuhan
masing-masing kota atau daer&h.

4. untuk mengatasi lemahnya pengawasan dan pemedakam yaitu
dengan memberikan dasar hukum yang pasti tentamggpeaan lahan terbuka
hijau dapat dilakukan dari awal perencanaan tatmgukota yaitu melalui :
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detath TRuang Kota
(RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), dimagi dalamnya
terdapat lokasi ruang terbuka hijau untuk berbdgghutuhan. Untuk lebih
mempertegas keberadaan ruang terbuka hijau yangh nexrsisa, dapat juga
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) khususik ruang terbuka
hijau®®

Dilihat dari penyusunan Perencanaan Tata Ruang Katie Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Qu&ota (RDTRK)
maupun Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) yang seedna dilakukan dan
setiap 5 (lima) tahun dievaluasi program dan kegid®emerintah Kota Malang
sudah mengarah pada keberlangsungan ruang terbj#ka Hal ini karena
ditinjau dari sisi perencanaan sudah tersedia lédwnuka hijau yang sudah pasti
lokasinya. Lokasi ruang terbuka hijau dalam RTRW dRDTRK yang telah
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) menmgiukgkuatan hukum

yang kuat.

* Ibid.
> Hasil Wawancara dengan Kepala Bappeko Kota Mafsada tanggal 23 Oktober
2008.
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Dalam melaksanakan pembangunan setiap sektor iseperhbangunan
perumahan, pertokoan (ruko), perkantoran, pendidikadustri, hendaknya
berpegang teguh berdasarkan Peraturan Daerah (PERIDG sudah ditetapkan
terutama tentang luasan bangunan terhadap luas, lsadlingga setiap bangunan
harus terdapat ruang terbuka hijau sesuai ketetibangunan.

Mengatur pola tata guna lahan, khususnya peletiteamn terbuka hijau
disesuaikan bentuk dan fungsinya, karena selanmatak RTH hanya tergantung
di mana ada lahan kosong, sehingga pelaksanaanipersgn kota kurang
optimum.

Terhadap penyimpangan yang terjadi harus dilakukanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang béflaku.

Berdasarkan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 200angriRencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2001-2014aP20 ayat (5), huruf
m menyatakan:

"Ruang Terbuka Hijau yang ada sekarang keberadaaneyap
dipertahankan dan dihindari peralihan fungsi maupemanfaatan selain
RTH atau sejenisnya”.

Ketentuan dalam Perda No. 7 tahun 2001 tentang RK®Y® Malang
tersebut sangat jelas bahwa tidak diperbolehkanyadaerubahan atau alih fungsi
dari RTH yang sudah ada. Segala jenis pembangisikibérupa gedung maupun
bangunan yang dilakukan harus sesuai dengan peggelaan gedung dan

bangunan. Perda Kota Malang No. 1 Tahun 2004 TgnRenyelenggaraan

Bangunan Pasal 2 menyatakan:

“% Ibid.
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“Pendirian bangunan gedung harus sesuai dengantpkan lokasi yang
diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangw@an lokasi yang
bersangkutan”.

Juga disebutkan dalam Undang-undang No. 28 Tah@n260tang
Bangunan Gedung Pasal 10 disebutkan bahwa Pewrmyapruntukan dan
intensitas bangunan gedung sebagaimana dimakswondBhasal 9 ayat (1)
meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadakatinggian, dan jarak bebas
bangunan gedung yangditetapkan untuk lokasi yangabgkutan. Pasal 11
menyebutkan Persyaratan peruntukan lokasi sebagaicianaksud dalam Pasal
10 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuaartgrata ruang.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku atsngorang melanggar
peraturan mengenai penataan ruang atau tata rexsedptit dapat diberikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakagaimana yang telah
dituangkan dalam Undang-undang No. 26 Tahun 20tidnig Penataan Ruang.

Pasal 37 ayat (7) menyatakan:

"Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menarbitkizin
pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yawngktisesuai dengan
rencana tata ruang”.

Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidanspdepenjara dan

denda sesuai dengan Pasal 73 yaitu :

"(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yaagerbitkan izin
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagadimaksud dalam Pasal 37
ayat (7), dipidana dengan pidana penjara palingal&m(lima) tahun dan
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima raites jupiah). (2) Selain
sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ([@kupéapat dikenai

pidana tambahan berupa pemberhentian secara tigiafad hormat dari
jabatannya”.



BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan datdmterdahulu,
maka pada bagian ini penulis mengambil kesimputdagai berikut :

Bappeko merupakan suatu lembaga pemerintahan yangeiang
merencanakan pembangunan di daerah tingkat kotppeBa menentukan
kebijakan di bidang perencanaan pembangunan. Daglemgelolaan RTH
Bappeko memiliki kewenangan untuk menentukan aegjiekan dan perencanaan
penggunaan dan peruntukan lahan hingga pemanf&iieinsebagaimana yang
telah diatur didalam rencana tata ruang yang tedidbat. Upaya pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Bappekdpuél: Hutan Kota; kebun
bibit; jalur hijau; taman kota; taman lingkungareimahan); taman wisata/
rekreasi; lapangan olahraga; parkir; halaman rurmalaman kantor; sekolah dan
bangunan umum; halaman di kegiatan perdaganganadanhalaman kegiatan
industri; bantaran sungai; sepanjang jalur relteelk&\; sepanjang SUTT; makam
dan pasar bunga.

Kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau makmdamakin menurun
seiring dengan pesatnya perkembangan pembangusiandfberbagai sektor.
Berdasarkan penelitian kebutuhan RTH masih sangaang, tetapi telah
diupayakan untuk memenuhi kebutuhan RTH tersebal, ifi masih dapat

disediakan melalui luasan wilayah kota yang belerbangun.
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Upaya pelestarian dan pengembangan ruang terbjda Kota Malang
merupakan tanggung jawab bersama, tidak saja Remateiota akan tetapi juga
pelaku pembangunan dan seluruh warga masyaralataisekasi, fungsi dan
manfaatnya.

Kendala yang dihadapi oleh Bappeko Kota Malangrdatengelolaan
ruang terbuka hijau meliputi kendala internal d&sternal. Adapun kendala
internal antara lain :

1. Pejabat Birokrasi yang tidak konsisten terhadap Ratang Kota;

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai;

3. Keterbatasan Anggaran;

4. Kurangnya koordinasi antar bidang-bidang;

Sedangkan kendala eksternal antara lain :

1. Kurangnya peran serta masyarakat;

2. Pemilik lahan yang kurang peduli;

3. Lemahnya Koordinasi antar dinas—dinas Pemerintahta Ko
Malang;

4. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah;

Upaya yang dilakukan oleh Bappeko dalam mengatasidda

internal adalah :

1. Menentukan arah kebijakan mengenai perencanaantapena
ruang yang lebih jelas, beberapa diantaranya Kedijeberupa
arahan pengelolaan, pengendalian dan ketentuan nfesen

RTH;
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2. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah SDM maka Bappek
bekerja sama dengan dinas—dinas Pemerintah Kotanital

3. Untuk mengatasi kendala dalam kebutuhan anggarawg ya
dipergunakan yaitu dengan menyediakan anggaramdaRBD
yang cukup memadai setiap tahun anggaran;

4. Untuk mengatasi kendala belum serasinya koordirsasara
Bidang-bidang maka Bappeko sering mengadakan rapat
koordinasi antar bidang—bidang;

Sedangkan upaya yang dilakukan Bappeko untuk masig&endala
eksternal yaitu :

1. Untuk mengatasi perbedaan pendapat antara peniedetagan
masyarakat, maka Bappeko lebih aktif dalam memapark
program kerjanya kepada masyarakat;

2. Untuk mengatasi ketidak pedulian pemilik lahan aeidp
keberadaan RTH, maka Bappeko melakukan sosialRaesia
secara berkesinambungan;

3. Untuk mengatasi lemahnya koordinasi antar dinagsdin
Pemerintah Kota Malang dengan Bappeko diperlukasiagan
operasionalisasi rencana pada tingkat detail, gege@mpan aparat
pemerintah yang terkait langsung dengan perencanaan
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di wilaata

Malang;
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4. Untuk mengatasi lemahnya pengawasan dan penegakamh
yaitu dengan memberikan dasar hukum yang pastiangnt

penggunaan lahan terbuka hijau;

B. SARAN

Untuk mencegah alih fungsi lahan RTH, disamping exukan
komitmen bersama dalam menyikapi pentingnya kelb@m@adRTH, diperlukan
pula penegakan hukum yang lebih spesifik. Dasamumulyang pasti tentang
penggunaan lahan terbuka hijau dapat dilakukanaieei yaitu perencanaan tata
ruang kota; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Remd®etail Tata Ruang
Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRKptuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah (PERDA), secara khusesamartata ruang hijau dapat
ditetapkan dalam bentuk masterplan ruang terbujeau lserta PERDA khusus
untuk RTH.

Dan untuk mengakhiri penulisan skripsi ini maka ywsnmemberikan
saran yang diharapkan dapat memberikan konstriagsisemua pihak.

1. Untuk Bappeko Kota Malang

Dalam perencanaan penggunaan ruang khususnya qedagelolaan
ruang terbuka hijau agar lebih memperhatikan detsitana yang telah dibuat,
sehingga dalam kegiatan pembangunan tidak tergmrglahgunaan penggunaan
ruang, sehingga dalam peggunaan ruang tersebut deggaga keseimbangan
ekosistem seluruh kota.

Agar lebih mengoptimalkan atau memaksimalkan kelga Bappeko

dalam pengelolaan ruang terbuka hijau hendaknyandglerencanaanya harus
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dengan melibatkan masyarakat, karena masyarakat dagmberikan masukan
kepada Bappeko, baik secara perorangan maupun Beksikelompok yang

terbentuk dan kritis terhadap penggunaan ruang omadari kalangan akademis.

2. Untuk Masyarakat

Apabila dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berlsemembawa
dampak positif bagi masyarakat maka hendaknya masyta mendukung dan
membantu terealisasinya pembangunan tersebut. Pisgntu masyarakat bias
menuntut hak—haknya apabila terjadi penyimpangamsiksnya dalam hal

penggunaan tata guna lahan.
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